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ABSTRAK

Muhammad Ithofiyul Karim, 2021. Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) Provinsi Jawa Timur dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum
(Pemilu) 2019 Melalui Media Sosial, Skripsi Program Studi llmu Politik Fakultas
IImu Sosial dan llmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci : Strategi, Bawaslu, Pemilu, Media Sosial.

Di tahun politik 2019 media sosial mempunyai peran yang amat strategis.
Selain itu frekuensi munculnya ujaran kebencian dan pemberitaan hoaks pun
semakin tinggi di Pemilu 2019. Bawaslu sebagai lembaga pengawas mempunyai
peran penting untuk memberikan edukasi guna mencegah terjadinya pelanggaran
pemilu. Jadi, dalam penelitian ini peneliti ingin mencari tahu bagaimana peranan
dan strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur untuk
mencegah pelanggaran Pemilu 2019 melalui media sosial. Adapun rumusan
masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Apa strategi yang dilakukan
Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam upaya mencegah pelanggaran Pemilu 2019
melalui media sosial, (2) Bagaimana peranan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam
upaya mencegah pelanggaran Pemilu 2019 melalui media sosial.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami apa
strategi serta peranan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam upaya
mencegah pelanggaran Pemilu 2019 melalui media sosial. Untuk dapat menjawab
rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan
metode penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, pengolahan dan penyajian data
dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan prosedur penelitian yang
bersifat menjelaskan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian
sebagai suatu ciri, karakter, atau gambaran tentang kondisi, ataupun fenomena
tertentu sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data
yakni berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan
teori pemilu demokratis, teori pengawasan dan pendekatan institusionalisme.

Hasil penelitian adalah Bawaslu Provinsi Jawa Timur menggunakan media
sosial sebagai sarana untuk membantu dalam melakukan pengawasan dan
pencegahan pelanggaran pemilu. Bawaslu juga bekerjasama dengan beberapa pihak
yang berkaitan dengan media sosial. Dalam menjalankan pengawasan Bawaslu
Provinsi Jawa Timur tidak hanya bekerjasama dengan pihak platform media sosial
saja, tetapi juga dengan pihak kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam
Sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu). Beberapa langkah atau program
yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut: (1)
Bekerjasama dengan Publik Figur/Influencer, (2) Membentuk Forum Diskusi dan
Sekolah Kader, (3) Kolaborasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan Pihak
Eksternal.
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ABSTRACT

Muhammad Ithofiyul Karim, 2021. Strategy of the General Elections
Supervisory Agency (Bawaslu) of East Java Province in Preventing Violations of
the 2019 General Election (Election) Via Social Media, Thesis of the Political
Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Sunan Ampel
State Islamic University, Surabaya.

Keywords : Strategy, Bawaslu, Election, Social Media.

In the 2019 political year, social media has a very strategic role. In addition,
the frequency of the emergence of hate speech and hoax news is even higher in the
2019 Election. Bawaslu as a supervisory institution has an important role to provide
education to prevent election violations. So, in this study, researchers want to find
out how the role and strategy of the Election Supervisory Body (Bawaslu) of East
Java Province is to prevent violations of the 2019 Election via social media. The
formulation of the problem in this study is as follows: (1) What is the strategy of
the East Java Provincial Bawaslu in an effort to prevent violations of the 2019
Election via social media, (2) What is the role of the East Java Provincial Bawaslu
in an effort to prevent violations of the 2019 Election via social media.

The purpose of this study is to find out and understand what the strategy and
role of the Bawaslu of East Java Province are in an effort to prevent violations of
the 2019 General Election via social media. To be able to answer the formulation
of the problem, the author uses qualitative research with field research methods. In
this study, data processing and presentation is carried out using qualitative analysis
techniques with research procedures that are to explain, manage, describe and
interpret research results as a feature, character, or description of certain conditions,
or phenomena as answers to the problems studied. Data collection techniques are
in the form of observation, interviews, and documentation. This research uses
democratic election theory, supervisory theory and institutionalism approach.

The result of the research is that the Bawaslu of East Java Province uses social
media as a means to assist in monitoring and preventing election violations.
Bawaslu also cooperates with several parties related to social media. In carrying out
the supervision of the East Java Province Bawaslu, not only in collaboration with
the social media platform, but also with the police and prosecutors who are
members of the Gakkumdu Center (Integrated Law Enforcement). Several steps or
programs carried out by the East Java Provincial Bawaslu are as follows: (1)
Collaborating with Public Figures/Influencers, (2) Establishing Discussion Forums
and Cadre Schools, (3) Collaboration with East Java Province Bawaslu with
External Parties.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan
rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.2

Kedaulatan rakyat tersebut adalah pertama pemilihan umum secara langsung
oleh rakyat merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat untuk menghasilkan
pemerintahan negara yang demokratis. Kedua penyelenggaraan pemilihan umum
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan hanya dapat terwujud apabila
dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum.®

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia telah
menetapkan enam ukuran pemilu yang demokratis yakni langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil. Hal itu termuat dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang
Dasar (UUD) 1945. Undang-undang Pemilu dan penyelenggara pemilu yang

menjadi turunannya kemudian menambah beberapa keriteria lagi seperti transparan,

2 Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar ilmu Politik, Edisi Revisi, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,
2008), 461



akuntabel, tertib dan profesional. Dalam mengimplementasikan enam asas
penyelenggaraan pemilu tersebut, Indonesia pasca reformasi telah melakukan
sejumlah perbaikan mulai dari perbaikan sistem pemilu (electoral system), tata
kelola pemilu (electoral process) dan penegakan hukum pemilu (electoral law).

Pemilu kerap disebut pesta demokrasi. Maka, lazimnya sebuah pesta, pemilu
juga harus dilaksanakan dengan meriah dalam suasana bahagia dan riang gembira.
Dengan kata lain, pemilu terselenggara dalam kondisi sejuk dan ramah, bukan
panas amarah dan fitnah.

Yang berbeda pada pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April
2019 adalah pemilihan legislatif dan eksekutif yang diadakan secara serentak.
Yakni, memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 14 / PUU-11/2013 tentang pemilu serentak, yang
bertujuan diantaranya untuk meminimalisir pembiayaan negara dalam pelaksanaan
pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang
yang melibatkan pemilih.

Sejak penyelenggaraan pemilu pertama di Indonesia tahun 1955, upaya
menghadirkan pemilu berkualitas dan berintegritas telah dimulai. Secara normatif
prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang berlandaskan pada kejujuran,
kerahasian, ketenangan dan langsung telah dijamin. Hal ini menujukkan bahwa

Negara sejak awal telah memiliki keinginan yang kuat untuk memfasilitasi rakyat



sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dapat menggunakan hak politiknya dalam
suasana yang kondusif.

Untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan ramah, dibutuhkan
sinergitas dari seluruh pihak yang bersangkutan. Hentikan adu sensasi di antara elit
politik yang tak ada sangkut pautnya dengan kesejahteraan rakyat. Mulailah dengan
kampanye sehat yang dapat mencerdaskan publik tanpa ada retorika saling
menjatuhkan. Pasal 280 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah memberi
batasan terkait larangan dalam Pemilu. Apabila rambu-rambu ini dilanggar dapat
menjadi sebab hilangnya aspek keramahan. Selain menimbulkan akibat hukum
yang diancam sanksi pidana.

Media massa (Mass Media) singkatan dari media komunikasi massa (Mass
Communucation Media), yaitu sarana, channel, atau media untuk berkomunikasi
kepada publik.* Menurut Cangara, media adalah alat atau sarana yang digunakan
untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak, sedangkan
pengertian media massa sendiri alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari
sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat
kabar, film, radio dan televisi.

Dimasa modern ini bukan hal yang baru lagi bagi masayarakat dunia
menggunakan media massa. Bahkan kehidupan masyarakat masa Kini terutama

masyarakat perkotaan tidak bisa dilepaskan dari peran media massa. Peran media

“ASM Romli, “Pengertian Media Massa”, diakses pada 3 Maret 2019, dalam
(http://komunikasi.uingd.ac.id/pengertian-media-massa/).
5 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi. (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 123.



massa dalam kehidupan sosial menurut berbagai literatur tidak diragukan lagi.®
Media massa pada saat ini sudah berkembang dengan pesat, banyaknya pengaruh
yang dapat dirasakan dari keberadaan media massa terhadap kehidupan masyarakat
Indonesia. Saat ini sudah banyak perubahan yang terjadi dalam diri masyarakat
Indonesia yang dipengaruhi oleh media massa.

Politik di Indonesia saat ini juga dipengaruhi oleh peran media massa. Kini
media massa memainkan peran yang sangat penting dalam proses politik.” Hubungan
antar media dan politk dapat dilihat sebagai suatu hal yang sangat menarik, terutama
ketergantungan antara sumber berita dengan pihak yang memberitakan.® Pada
dasarnya media massa dijadikan alat sebagai komunikasi politik. Komunikasi ini
berupa penyampaian informasi, ide, emosi, keterampilan, dan lain-lain, melalui
penggunaan simbol kata, gambar, angka, grafik, dan sebagainya.®

Media massa khususnya media sosial punya pengaruh besar terhadap pilihaan
politik generasi muda. Survei Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
menunjukkan bahwa 60,6% generasi Z atau anak muda kelahiran 1995-2005
mengakses berita terkait politik melalui media sosial.

Angka itu mengacu dari proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) yang

menyebutkan bahwa jumlah penduduk generasi Z sebanyak 66,94 juta pada 2018.

®Henry Subiakto & Rachmah Ida , Komunikasi Politik, Media, & Demokrasi, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Grup, 2012), 105.

" Roni Tabroni, Komunikasi Politik Pada Era Multimedi,. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media,
2012), 96.

8 Hafied Cangara, Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi. (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2009), 147.

® Henry Subiakto & Rachmah Ida , Komunikasi Politik, Media, & Demokrasi, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Grup, 2012), 14



Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 juta di antaranya menjadi pemilih pemula pada
Pemilu dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Secara rinci terbagi menjadi berikut, 60,6% pemilih pemula yang mengakses
berita politik melalui internet itu dalam tiga kategori intensitas. Sebanyak 36%
mengakses berita politik melalui internet, namun jarang. Sebanyak 22,3% sering
mengakses berita politik melalui media sosial dan sisanya 2,3% sangat sering.°

Sejak Pemilu 2014 media sosial dipandang menjadi alat yang efektif
berkampanye, beradu gagasan, termasuk menjatuhkan lawan yang berseberangan.
Tensi penggunaan media sosial untuk tujuan itu kian meningkat.

Pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari
teknologi-teknologi web baru berbasis internet, yang memudahkan semua orang
untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi dan membentuk sebuah
jaringan secara online, sehingga dapat menyebarluaskan konten mereka sendiri.
Post di blog, tweet, atau video YouTube dapat direproduksi dan dapat dilihat secara
langsung oleh jutaan orang secara gratis.*

Media sosial adalah fitur berbasis website yang dapat membentuk jaringan
serta memungkinkan orang untuk berinteraksi dalam sebuah komunitas. Pada
sosial media kita dapat melakukan berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi dan
saling berkenalan dalam bentuk tulisan visual maupun audiovisual. Contohnya

seperti Twitter, Facebook, Blog, Forsquare dan lainnya.'?

10 Desy Setyowati, LIPI: 60% Anak Muda Akses Berita Politik Lewat Media Sosial, diakses pada 3
Maret 2019, dalam https://katadata.co.id/berita/2018/07/18/lipi-60-anak-muda-akses-berita-politik-
lewat-media-sosial

11 Dan Zarella( 2010). The Social Media Marketing Book, Oreilly Media. USA, 2-3

2 Danis Puntoadi,. Menciptakan Penjualan Melalui Social Media. (Jakarta : PT. Elex Media
Komputindo, 2011), 1



https://katadata.co.id/berita/2018/07/18/lipi-60-anak-muda-akses-berita-politik-lewat-media-sosial
https://katadata.co.id/berita/2018/07/18/lipi-60-anak-muda-akses-berita-politik-lewat-media-sosial

Manfaat sosial media menurut Puntoadi adalah menentukan personal
branding yang diinginkan, mencari lingkungan yang tepat, mempelajari cara
berkomunikasi, untuk konsistensi dan sebagai Mix the media. Fantastic marketing
result through Social media: “people don’t watch TV’s anymore, they watch their
mobile phones” 13

Media Sosial memberikan kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan
konsumen, dapat menjadi media untuk membentuk komunitas online. Sosial media
dapat menjadi bagian dari keseluruhan e-marketing strategy yang digabungkan
melalui sosial media lain. Serta sebagai jalan menemukan menciptakan para brand
evangelist. Sosial media memberikan peluang masuk komunitas yang telah ada
sebelumnya dan memberikan kesempatan mendapatkan feedback secara
langsung.*

Demikian cepatnya orang bisa mengakes media sosial mengakibatkan
terjadinya fenomena besar terhdap arus informasi tidak hanya di negara-negara
maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai
tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan
berita-berita.

Kelebihan media sosial karena informasi yang disampaikan bersifat personal
langsung kepada pengguna, memiliki jangkauan luas dalam waktu bersamaan,

segmen pengguna cenderung beragam dan tidak membutuhkan event khusus bagi

pengguna untuk menikmati informasi yang disediakan.

13 1bid, 11
14 1bid, 21



Akan tetapi, media sosial mempunyai kelemahan informasi yang sudah
disebarkan tidak bisa diperbaiki/ditarik kembali, pengguna yang tidak bertanggung
jawab dapat membuat akun palsu untuk menyebar berita bohong atau hoaks bahkan
digunakan untuk mengeksploitasi lawan politik dalam era pilkada dan pemilu.

Hadirnya media sosial, seperti Twitter, tentu tidak luput dari berbagai istilah
yang kemudian muncul di media sosial seperti netizen, followers, influencer,
hingga buzzer. Buzzer berasal dari Bahasa Inggris yang berarti lonceng, bel, atau
alarm sedangkan dalam Oxford Dictionaries, buzzer diartikan sebagai ‘An
electrical device that makes a buzzing noise and is used for signalling’ yakni
perangkat elektronik yang digunakan untuk membunyikan dengungan guna
menyebarkan sinyal atau tanda tertentu.

Buzzer pada awalnya digunakan untuk mempromosikan suatu produk
tertentu dengan atau tanpa imbalan tertentu. Namun, sejak tahun 2014, ketika
pemilihan umum (pemilu) dilangsungkan di Indonesia, jasa buzzer mulai dilirik
oleh aktoraktor politik. Dilansir dari Kumparan.com, profesi buzzer memiliki dua
kategori yakni, buzzer yang dilakukan secara sukarela dan buzzer sesuai
permintaan. Biasanya buzzer sesuai permintaan ini dilirik oleh para aktor politik
seperti untuk memenangkan pilkada, pileg, hingga pilpres

Dalam konteks komunikasi, kampanye merupakan segala kegiatan yang
bersifat membujuk. Intinya, di dalam kampanye terjadi serangkaian tindakan
komunikasi yang ditujukan untuk membujuk sejumlah besar khalayak. Di sini

terlihat bahwa untuk mencapai efek yang diharapkan, penting sekali untuk



mengenal siapa khalayak, apa yang dinilai penting dan tidak penting oleh khalayak.
Dengan kata lain perlu untuk menggali budaya dari khalayak yang akan dipersuasi.

Aktor-aktor politik mulai menggunakan jasa buzzer politik profesional untuk
melakukan pendekatan terhadap masyarakat melalui pesan-pesan kampanye di
media sosial. Peran ini menjadi berbahaya jika dimanfaatkan untuk membentuk
persepsi dan pandangan masyarakat akan kandidat politik tertentu, bahkan hingga
membuat dan menyebarkan berita-berita hoax dan hatespeech antar lawan politik
yang kemudian akan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Kata ‘buzzer’
pun lambat laun mulai dipandang masyarakat sebagai sebuah konotasi negatif, hal
ini dapat muncul sebagai akibat dari kegiatan tidak bertanggung jawab buzzer
politik profesional melalui media sosial.

Dalam pemanfaatan jejaring sosial, banyak para oknum yang tidak
bertanggung jawab menyalahgunakan jaringan informasi yang dipublikasikan untuk
masyarakat sehingga muncul “Kampanye Hitam” (Black Campaigns). Kampanye
Hitam” (Black Campaigns).yang belakangan ini melibatkan media sosial sebagai
perantara untuk menyampaikan pesan-pesan yang sesungguhnya diluar dari etika
politik. kampanye hitam (black campaigns).secara terminologi dapat diartikan
sebagai kampanye dengan cara jahat yang dilakukan untuk menjatuhkan lawan
politik dengan isu, tulisan, atau gambar yang tidak sesuai denagn fakta dengan tujuan
untuk merugikan dan menjatuhkan orang lain.

Dalam perspektif etika politik, secara hukum kampanye hitam merupakan

bagian kampanye yang dilarang dalam Undang-undang. Seperti ditegaskan dalam



Pasal 280 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bagian

Keempat dalam Larangan Lampanye.*®

Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang :

1.

10.

mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta
pemilu yang lain;

menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
mengganggu ketertiban umum;

mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan
kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau
Peserta Pemilu yang lain;

merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Peserta Pemilu;
menggunakan fasilitas pemerintah,tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain
dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan;
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta

kampanye.

Media sosial juga masuk ke dalam bagian pemberitaan, penyiaran dan iklan

kampanye. Larangan dalam kampanye di media sosial juga masuk ke dalam pasal

15 Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum



280 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kecanggihan dan
kemudahan tekhnologi membuat kampanye hitam juga semakin mudah dilakukan.
Seperti yang pernah terjadi beberapa waktu lalu, sebuah sosial media sempat
memberitakan kampanye hitam yang menimpa capres Jokowi dengan isi sebuah
konten foto Jokowi yang bertuliskan RIP (telah meninggal dunia) Ir, Herbertus Joko
Widodo (Oey Hong Liong). Setelah itu beredaar kabar bahwa ada 7 (tujuh) truk
kontainer berisi surat suara yang sudah dicoblos pada pasangan O1.

Contoh tersebut merupakan salah satu dari bagian kampanye hitam atau ‘Black
Campaigns” yang tidak mencerminkan etika politik dengan memanfaatkan jejaring
sosial untuk menebar isu yang buruk untuk saling menjatuhkan dalam lawan politik.

Karena hal itulah, peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)
diperlukan untuk bisa lebih optimal melakukan pengawasan dan menangani
pelanggaran yang sering terjadi terutama melalui media sosial. Dalam skala luas,
Bawaslu dibentuk untuk berperan dalam semua tahapan demokrasi, baik transisi
maupun konsolidasi. Pada tahap transisi, peran Bawaslu adalah melakukan kontrol
politik terhadap semua kekuatan-kekuatan politik non-demokratis yang potensial
menghambat pelaksanaan Pemilu demokratis dalam rangka pembentukan
pemerintahan demokratis. Karena itu tugas pokok dan fungsi Bawaslu adalah
menjamin pelaksanaan Pemilu agar sungguh-sungguh berjalan bebas, terbuka,
adil, jujur, berskala, kompetitif, langsung, umum dan rahasia.

Kehadiran media sosial tidak dapat dipandang sebelah mata karena
dampaknya benar-benar dapat kita rasakan secara personal. Namun, seperti pedang

bermata dua, kehadiran media sosial sangat tergantung di tangan penggunanya.
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Sebilah pedang di tangan yang baik akan bermanfaat membela kebenaran,
menumpas kejahatan dan menegakkan hukum. Sementara di tangan yang tidak
tepat cenderung disalahgunakan untuk tujuan yang bisa membahayakan orang lain.
Perilaku bermedia sosial sangat ditentukan oleh penggunanya. Di tahun politik
2019 media sosial mempunyai peran yang amat strategis. Selain itu frekuensi
munculnya ujaran kebencian pemberitaan hoaks pun semakin tinggi di Pemilu
2019. Jadi, dalam penelitian ini peneliti ingin mencari tahu bagaimana peranan dan
strategi Bawaslu untuk bisa mencegah pelanggaran Pemilu 2019 melalui media

sosial.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah
sebagai berikut :
1. Apa strategi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam upaya
mencegah pelanggaran Pemilu 2019 melalui media sosial?
2. Bagaimana peranan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam upaya

mencegah pelanggaran Pemilu 2019 melalui media sosial?

C.  Tujuan Penelitian
Berdasarkan hasil rumusan masalah di atas, maka diperoleh tujuan penelitian

sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui dan memahami apa strategi yang dilakukan Bawaslu
Provinsi Jawa Timur dalam upaya mencegah pelanggaran Pemilu 2019

melalui media sosial.
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2.

Untuk mengetahui dan memahami bagaimana peranan Bawaslu Provinsi

Jawa Timur dalam upaya mencegah pelanggaran Pemilu 2019 melalui

media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan

dapat memberikan manfaat terhadap beberapa aspek, antara lain :

1.

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan
dalam hal pengembangan peranan dan strategi Bawaslu Provinsi Jawa
Timur dalam upaya mencegah pelanggaran Pemilu 2019 melalui media
sosial serta menjadi refrensi bagi penelitian yang lebih lanjut.

Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan
kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk mengatasi pelanggaran
Pemilu melalui media sosial.

Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk mahasiswa dan
masyarakat umumnya agar mengetahui peranan dan strategi Bawaslu
dalam mencegah pelanggaran Pemilu melalui media sosial serta bisa
menjadi refrensi bacaan baik kalangan akademis dan khalayak umum

untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang sosial politik.

12



E. Definisi Konseptual
Dalam sebuah penelitian diperlukan penjelasan suatu konsep secara singkat
dan jelas untuk menyamakan interpretasi, maka konsep dasar penelitian ini adalah:

1. Strategi

Strategi dalam penelitian ini adalah cara Bawaslu Jawa Timur untuk
melakukan langkah-langkah taktis dan strategis dalam mencegah pelanggaran
pemilu. Adapun pentingnya sebuah strategi dalam perencanaan sebuah
kegiatan maupun organisasi dimana sebuah strategi dapat merencanakan
bagaimana berjalannya suatu kegiatan dengan lancar sehingga membantu
dalam proses kegiatan tersebut.
2. Peranan

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang,
apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan
kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu
peranannya. Dalam penelitian ini untuk mengetahui apa saja peran Bawaslu
Jawa Timur dalam melakukan pengawasan supaya tidak terjadi pelanggaran.
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang disingkat Bawaslu adalah
lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.
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Bawaslu Provinsi Jawa Timur adalah badan yang mengawasi
penyelenggaraan Pemilu  di wilayah  provinsi Jawa Timur yang
berkedudukan di kota Surabaya.

4. Media Sosial

Media sosial adalah fitur berbasis website yang dapat membentuk
jaringan serta memungkinkan orang untuk berinteraksi dalam sebuah
komunitas. Pada sosial media kita dapat melakukan berbagai bentuk
pertukaran, kolaborasi dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan visual
maupun audiovisual. Contohnya seperti Twitter, Facebook, Blog, Forsquare

dan lainnya.*®

16 Danis Puntoadi,. Menciptakan Penjualan Melalui Social Media. (Jakarta : PT. Elex Media
Komputindo, 2011), 1
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Sistematika Pembahasan

Pembahasan pada penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab untuk
memaparkan hasil penelitian. Adapun rancangan pembahasan penelitian ini
sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi kajian teoritik yang terdiri atas penelitian terdahulu,
kajian pustaka, kerangka teori yang akan dijelaskan tentang teori yang
digunakan dalam penelitian.

Bab ketiga berisi metodologi penelitian menguraikan tentang jenis
penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pemilihan subyek penelitian, tahap-
tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik
pemeriksaan keabsahan data.

Bab keempat berisi penyajian dan analisis data, menguraikan tentang
hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah diperoleh.

Bab kelima yaitu penutup yang meliputi kesimpulan atau saran.
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BAB |1
KAJIAN TEORITIK

Penelitian Terdahulu

Penelitian ini ditulis berdasarkan beberapa sumber penelitian terdahulu
sebagai bahan atau refrensi penelitian yang akan dikembangkan. Hasil karya
lain dengan konteks permasalahan yang hampir serupa saya tuliskan dalam

tabel berikut ini:



Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No

Nama

Keterangan

Analisis

Novica Mailanti

Skripsi Mahasiswa

Jurusan Pemikiran
Politik
Ushuluddin Universitas
Raden
Intan Lampung Tahun

2017 Judul

Islam Fakultas

Islam  Negeri

dengan
“Peran Bawaslu Provinsi
Lampung Dalam
Menegakkan Peraturan

KPU”

Karena masyarakat masih tergiur

yang
diberikan para calon ketika adanya

dengan  iming-imingan

pemilihan, baik yang berupa
sembako atau money politic yang
terjadi di kampung—kampung atau
desa-desa yang ada di lingkungan
Kota Bandar Lampung, masih ada
juga kampanye yang melontarkan
yel-yel dengan nada menghujat,
fitnah, selain itu anak—anak ikut
dalam kampanye. Disini peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian
lebih

Bawaslu Provinsi Lampung dalam

lanjut mengenai peran

menegakkan  peraturan  KPU,
supaya peraturan KPU dapat
ditegakkan oleh Bawaslu dan

Bawaslu dapat mengoptimalkan
pengawasannya secara maksimal
tidak

dan

dalam penegakkan agar

terjadinya penyelewengan
pelanggaran dalam setiap Pemilu

berlangsung.’

17 Novica Mailanti, Skripsi “Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Menegakkan Peraturan
KPU”, Skripsi Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung Tahun 2017.
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2. | Dhimas Satrio | Skripsi  Mahasiswa | Adanya berbagai macam
Hutomo Program Studi llmu pelanggaran yang terdapat pada
Hukum Fakultas | Pemilihan Kepala  Daerah
Hukum  Universitas | serentak di Provinsi Jawa
Islam Indonesia | Tengah, diperlukan kerja keras
Yogyakarta ~ Tahun | dari Badan Pengawas Pemilu
2018 dengan judul (Bawaslu) beserta jajarannya
“Peranan Badan untuk memperbaiki kinerja untuk
Pengawas Pemilu menciptakan Pilkada yang adil,
(Bawaslu) dalam | jujur, dan bersih dari berbagai

Pengawasan macam pelanggaran.
Penyelenggaraan Peranan Bawaslu dalam Pilkada
Pilkada Serentak di | serentak tahun 2018, mempunyai
Jawa Tengah kedudukan, tugas dan
(Studi Terhadap kewenangan yang semakin kuat
Pemilihan Gubernur | kedudukannya dalam undang-
dan Wakil Gubernur | undang yaitu sesuai dengan
Jawa Tengah 2018- | ketentuan Undang-Undang
2023)” (UU) Nomor 7 tahun 2017. Maka
dari itu peneliti ingin menelaah
atau mengkaji tentang peranan
Bawaslu dalam  mengawasi
persiapan  Pilkada  Serentak

tersebut.8

3. | AliSidik Tesis Mahasiswa Penelitian ini  menggunakan
Program Pascasarjana | metode deskriptif-kualitatif
Magister lImu dengan pendekatan kelembagaan
Pemerintahan dan manajemen. Variabel yang

18 Dhimas Satrio Hutomo, Skripsi “Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pengawasan
Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Tengah 2018-2023)”, S kripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2018.
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Fakultas Ilmu Sosial
dan lImu  Politik

Universitas Lampung

Bandar Lampung
Tahun 2016 dengan
Judul “PERAN
BADAN
PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
DALAM
PENEGAKAN
HUKUM
PEMILIHAN UMUM
(Studi Tentang
Interaksi

Kelembagaan dalam
Penanganan

Pelanggaran Pada
Pemilu Anggota DPR,
DPD, dan DPRD
Tahun 2014 di

Provinsi Lampung)”.

diteliti yaitu pola hubungan dan
komunikasi, serta fungsi
akomodasi dan tata kelola.
Penelitian ini berangkat dari
banyaknya permasalahan terkait
penanganan pelanggaran pada
Pemilu Anggota DPR, DPD, dan
DPRD tahun 2014 di Provinsi
Lampung. Selain itu, Peran
Bawaslu dalam penanganan
pelanggaran pada Pemilu
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
tahun 2014 di Provinsi Lampung
masih kurang optimal.
Berdasarkan  fakta  tersebut
peneliti ingin menggali terkait
bagaimanakah sebenarnya
proses penanganan pelanggaran
pada Pemilu Anggota DPR,
DPD, dan DPRD tahun 2014
tersebut dijalankan dan
bagaimanakah peran Bawaslu
Provinsi Lampung dalam proses
penanganan pelanggaran pada
Pemilu Anggota DPR, DPD, dan
DPRD tahun 2014 tersebut.®

4 Ratnia

Jurnal Wacana Politik

Penelitian ini mengkaji tentang

19 Ali Sidik, Tesis “PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENEGAKAN
HUKUM PEMILIHAN UMUM (Studi Tentang Interaksi Kelembagaan dalam Penanganan
Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi Lampung), Tesis
Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung Bandar Lampung Tahun 2016.
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Solihah, Arry | Vol. 3, No.l, Maret | pentingnya pengawasan

Bainus dan | 2018: halaman 14-28 | partisipatif dalam mengawal

Iding dengan Judul penyelenggaraan pemilu, yang
Rosyidin “PENTINGNYA bertujuan untuk menciptakan
PENGAWASAN pemilu yang demokratis. Saat ini
PARTISIPATIF terdapat  berbagai  lembaga
DALAM pengawas pemilu, antara lain
MENGAWAL Badan Pengawas Pemilu
PEMILIHAN UMUM (Bawaslu) di tingkat pusat,
YANG Panitia Pengawas Pemilu
DEMOKRATIS”. (Panwaslu) di tingkat Daerah,

dan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP)
yang khusus menangani
pelanggaran etik oleh
penyelenggara pemilu. Namun
dalam  kenyataannya  masih
ditemui berbagai pelanggaran
oleh berbagai pihak, sehingga
pemilu dinilai kurang
berintegritas dan kurang
demokratis. Dengan
dilibatkannya stakeholder dan
masyarakat secara independen
dalam mengawasi
penyelenggaraan pemilu,
diharapkan proses pemilu yang

demokratis akan terwujud.?°

ZRatnia Solihah, Arry Bainus dan Iding Rosyidin, Jurnal “PENTINGNYA PENGAWASAN
PARTISIPATIF DALAM MENGAWAL PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS”, Jurnal
Wacana Politik Vol. 3, No.1, Maret 2018, 14-28
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Andi
dan
Handala

Setiawan

Hilmi

Jurnal Academia Praja
Volume 3 Nomor 2 —
Agustus 2020, dengan
judul “JEJARING
BAWASLU DALAM
PENANGANAN
PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM
SERENTAK”

Penelitian ini mengkaji tentang Badan
Pengawas Pemilu Republik Indonesia
disebut

yang kemudian dengan

Bawaslu Rl dalam menjalankan
fungsinya sebagai salah satu dari tiga
lembaga penyelenggara pemilu di
Hasil

menunjukan bahwa Bawaslu RI

Indonesia. penelitian  ini

dalam menjalankan fungsi
pengawasannya melakukan hubungan
antar lembaga yang dikategorikan
menjadi yaitu:
(1)Lembaga (2)Non

Government Organization (NGO),

empat  subjek

Pemerintah,

(3)Perguruan Tinggi, dan (4)Media.
Dalam menjalankan hubungan antar
lembaga tersebut telah
diimplementasikan dalam Network
membentuk

Governance  Vaitu

persepsi/interpretasi, menentukan
aktor/sumberdaya, dan membangun
institusi/norma. Kemudian, melalui
data hubungan antar lembaga
Bawaslu RI cenderung memiliki arah
untuk membangun hubungan dengan
lembaga pemerintah dibanding tiga
subjek NGO,

lainnya  seperti

Perguruan Tinggi dan Media.

Dede

Kartini

Sri

Journal of Governance,
Desember 2017 Volume
2, No. 2, dengan Judul
DEMOKRASI DAN
PENGAWASAN

Pemilu yang merupakan salah satu

pilar demokrasi, telah memberi

kesempatan kepada rakyat secara
untuk

langsung mempengaruhi

kebijakan pemerintah. Namun pemilu
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PEMILU

juga bisa dipandang baik secara

bottom-up ~ maupun  top-down.
Indonesia yang mengunakan pemilu
secara bottom-up, memiliki tujuan
pemilu yaitu untuk merekrut pejabat
politik secara sah dan damai. Untuk
mencapai tujuan itulah diperlukan
pengawasan pemilu, agar tujuanya
tercapai. Setelah melakukan kajian
pustaka, penulis  mengusulkan
definisi pengawasan pemilu sebagai
kegiatan-kegiatan yang dilakukan
bauk secara struktural maupun non
struktural

untuk mencapai tujuan

pemilu. Pengawasan pemilu
diperlukan agar demokrasi berjalan
dengan penuh keadilan, dan pemilu

dilaksankan secara jujur

Ratnia Solihah,
Arry  Bainus
dan Idin

Rosyidin

JWP  (Jurnal Wacana
Politik) Volume. 3, Mei
2018, Judul
“PENTINGNYA
PENGAWASAN
PARTISIPATIF
DALAM MENGAWAL
PEMILIHAN UMUM
YANG
BERINTEGRITAS

DAN DEMOKRATIS”

dengan

ulisan  ini  mengkaji  tentang
pentingnya pengawasan partisipatif
dalam mengawal penyelenggaraan

pemilu, vyang bertujuan untuk

menciptakan pemilu yang
berintegritas dan demokratis.
Walaupun telah dibentuk berbagai
lembaga pengawas pemilu, baik di
tingkat Pusat (Bawaslu), di tingkat
Daerah (Panwaslu), maupun DKPP
sebagai lembaga yang khusus
menangani pelanggaran etik yang
dilakukan oleh penyelenggara pemilu,
namun dalam penyelenggaraannya

masih ditemui berbagai pelanggaran
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baik yang dilakukan oleh peserta,
partai politik, birokrasi, masyarakat
maupun  penyelenggara  pemilu,
sehingga pemilu dinilai kurang
berintegritas dan kurang demokratis.
Dengan dilibatkannya stakeholder
dan masyarakat secara independen
dalam mengawasi penyelenggaraan
pemilu, diharapkan proses pemilu
yang demokratis akan terwujud.
Melalui studi literatur, tulisan ini
mengkaji tentang aspek-aspek yang
terkait dengan pengawasan
partisipatif dalam mengawal
penyelenggaraan ~ pemilu  serta
beberapa upaya yang dapat dilakukan
untuk mengawal penyelenggaraan
pemilu untuk menciptakan pemilu

yang berintegritas dan demokratis.

Dari berbagai macam penelitian terdahulu, peneliti ingin memberikan

pembaharuan dan perbadaan yaitu dengan menyentuh ranah media sosial.

Karena yang lagi ramai diperbincangkan sekarang adalah cepatnya

penyebaran media/berita melalui media online. Sehingga penelitian ini yaitu

meneliti “Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum 2019 Melalui Media

Sosial ’, peneliti ingin menggali lebih dalam terkait bagaimana peranan dan

strategi Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk bisa mencegah pelanggaran

Pemilu 2019 melalui media sosial.
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Kajian Pustaka
Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang disingkat Bawaslu adalah
lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.? Bawaslu memiliki kewenangan yang unik karena
menggabungkan tiga fungsi yang pada umumnya dijalankan secara
terpisah oleh lembaga-lembaga negara, yakni:

a. mempunyai fungsi legislasi, dalam hal ini membuat peraturan
yang berlaku secara internal maupun eksternal, seperti
peraturan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa;

b. mempunyai fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan tugas
pengawasan; dan

c. mempunyai kewenangan yang mendekati fungsi yudikatif
dalam menindak beberapa kasus, terutama yang terkait dengan
penyelesaian sengketa.??

Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan

Pemilu di wilayah provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi. Tugas,
wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi berdasarkan UU Nomor 7 tahun

2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:%

21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
22 Gunawan Suswanto, Mengenal Penegak Demokrasi, (Jakarta: Erlangga, 2016), 13.
23 Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
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(Pasal 97)

Bawaslu Provinsi bertugas:

a.

melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi

terhadap:

1.

2.

pelanggaran Pemilu; dan

sengketa proses Pemilu;

mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di

wilayah provinsi, yang terdiri atas:

1.

2.

pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih
sementara dan daftar pemilih tetap;

pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara
pencalonan anggota DPRD provinsi;

penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD
provinsi;

pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil
Pemilu;

penghitungan suara di wilayah kerjanya;

pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan

sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;

10. rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan
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oleh KPU Provinsi;

11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang;
Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

12. penetapan hasil Pemilu anggota DPRD.

mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;

mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam

kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi,
yang terdiri atas:

1. putusan DKPP;

2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa
Pemilu;

3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota;

4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas
semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan
kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di

wilayah provinsi;
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h.

mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(Pasal 98)

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan

sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf

(a), Bawaslu Provinsi bertugas:

a.

mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di
wilayah provinsi;

mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan
mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah
daerah terkait; dan

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di

wilayah provinsi.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 97 huruf (a), Bawaslu Provinsi bertugas:

a.

menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada
Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu
dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;

menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di

wilayah provinsi;
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memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah
provinsi;

memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi
Pemilu; dan

merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran

Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 97 huruf (a), Bawaslu Provinsi bertugas:

a.

menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di
wilayah provinsi;

memverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa
proses Pemilu di wilayah provinsi;

melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah

provinsi;

. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah

provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses
Pemilu; dan
memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

Pasal 99

Bawaslu Provinsi berwenang:

a.

menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan
dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
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memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi
serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya
kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan
memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap
pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam
kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban
Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan
Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara
akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang
berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran
Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah
mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Pasal 100

Bawaslu Provinsi berkewajiban :

a.

b.

bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai
dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan
kebutuhan;

menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan
dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi
yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan
Pemilu di tingkat provinsi;

mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara
berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan
memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

2. Pemilihan Umum (Pemilu)

Berdasarkan undang-undang dijelaskan bahwa Pemilihan Umum yang

selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,

Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
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Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.%4

Menurut Ramlan Surbakti, pemilihan umum (Pemilu) diartikan sebagai
mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada
orang atau partai yang dipercayai,?®

Sedangkan menurut Ali Moertopo, Pemilu adalah sarana yang tersedia
bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang
bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945.%

Penjelasan di atas menunjukan bahwa pemilihan umum sebagai sarana
terwujudnya demokrasi. Dimana rakyat sebagai pemegang penuh kekuasaan
memberikan suaranya untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat sesuai
dengan aturan perundang-undangan.

Menurut Prihatmoko?’, pemilu dalam pelaksanaanya memiliki tiga
tujuan yaitu:

a. sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin

pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy).

b. pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat

kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang

24 Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

25 Ramlan Surbakti, Memahami lImu Politik, (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), 181

% Ali Moertopo, Strategi Politik Nasional, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies
(CSIS), 1974), 30

2'Joko J. Prihatmoko, Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi, (Semarang: LP21, 2003), 19
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terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi
masyarakat tetap terjamin.

pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakan atau
menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan

dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Dari berbagai pendapat para ahli mengenai tujuan pemilu diatas dapat

diketahui bahwa tujuan dari pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin

pemerintahan baik di eksekutif (pemerintah) maupun legislatif, serta untuk

membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan

rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagai mana diamanatkan

dalam UUD 1945.

Berdasarkan undang-undang, dalam pelaksanaan pemilihan umum

asas-asas yang digunakan adalah sebagai berikut:

a.

Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk
memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan
keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.

Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga
negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membeda-bedakan
agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan,

dan status sosial yang lain.
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c. Bebas
Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan
sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa
saja yang akan 13 dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada
tekanan dan paksaan dari siapa pun.
d. Rahasia
Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin
kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat
suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa
pun suaranya diberikan.
e. Jujur
Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus
bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
f.  Adil
Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta
pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari
kecurangan pihak mana pun.?®
3. Media Sosial
Pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari
teknologi-teknologi web baru berbasis internet, yang memudahkan semua

orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi dan

28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
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membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat menyebarluaskan
konten mereka sendiri. Post di blog, tweet, atau video YouTube dapat
direproduksi dan dapat dilihat secara langsung oleh jutaan orang secara
gratis.?®

Media sosial adalah fitur berbasis website yang dapat membentuk
jaringan serta memungkinkan orang untuk berinteraksi dalam sebuah
komunitas. Pada sosial media kita dapat melakukan berbagai bentuk
pertukaran, kolaborasi dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan visual
maupun audiovisual. Contohnya seperti Twitter, Facebook, Blog, Forsquare
dan lainnya.*

Manfaat sosial media menurut Puntoadi adalah menentukan personal
branding yang diinginkan, mencari lingkungan yang tepat, mempelajari cara
berkomunikasi, untuk konsistensi dan sebagai Mix the media. Fantastic
marketing result through Social media: “people don’t watch TV’s anymore,
they watch their mobile phones”.>!

Media Sosial memberikan kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat
dengan konsumen, dapat menjadi media untuk membentuk komunitas online.
Sosial media dapat menjadi bagian dari keseluruhan e-marketing strategy

yang digabungkan melalui sosial media lain. Serta sebagai jalan menemukan

menciptakan para brand evangelist. Sosial media memberikan peluang masuk

29 Dan Zarella( 2010). The Social Media Marketing Book, Oreilly Media. USA, 2-3

%0 Danis Puntoadi,. Menciptakan Penjualan Melalui Social Media. (Jakarta : PT. Elex Media
Komputindo, 2011), 1

31 1bid, 11
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komunitas yang telah ada sebelumnya dan memberikan kesempatan
mendapatkan feedback secara langsung.*?

Demikian cepatnya orang bisa mengakes media sosial mengakibatkan
terjadinya fenomena besar terhdap arus informasi tidak hanya di negara-
negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga
mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam
menyebarkan berita-berita.

Sosial media memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :*3

a. Informasi

¢ Inovasi, adaptasi, dan kemajuan.
b. Kaorelasi
e Menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa
dan informasi.
e Menunjang otoritas dan norma-norma yang mapan.
e Mengkoordinasi beberapa kegiatan.
e Membentuk kesepakatan.
c. Kesinambungan
e Mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan
kebudayaan. khusus (subculture) serta perkembangan budaya
baru.

¢ Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai.

32 |bid, 21
33 Denis McQuiail, Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar, (Jakarta: Erlangga, 1992), 71
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d. Hiburan
e Menyediakan hiburan, pengalihan perhatian, dan sarana
relaksasi.
e Meredakan ketegangan sosial.
e. Mobilisasi
¢ Mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik,
perang, pembangunan ekonomi, pekerjaan, dan kadang kala
juga dalam bidang agama.
Menurut Feri Sulianta, Karakterististik yang dijumpai pada media
sosial yaitu:34
a. Transparansi
Transparansi adalah keterbukaan informasi karena konten media
sosial ditunjukkan untuk konsumsi publik untuk sekelompok orang
b. Dialog dan Komunikasi
Ketika ada sebuah komunikasi maka akan terjalin hubungan dan
komunikasi interaktif menggunakan ragam fitur. Misalnya media
sosial seperti facebook, para penggunanya bisa saling
berkomunikasi lewat chat inbox maupun saling memberi komentar
pada foto yang terpasang di akun facebook yang muncul di timeline

penggunanya.

34 Feri Sulianta, Keaajaiban Sosial Media. ,(Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), 7
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c. Jejaring Relasi
Hubungan antara pengguna layaknya jaring—jaring yang terhubung
satu sama lain. Komunitas jejaring sosial memiliki peranan kuat
yang akan memengaruhi audiensinya.

d. Multi Opini

Setiap orang yang menggunakan media sosial dengan mudahnya
berargumen dan mengutarakan pendapatnya misalnya dalam
instagram. Seseorang Yyang menggunakan instagram dapat
memberi komentar pada foto yang diupload oleh teman sesama
instagram

Perkembangan media sosial di dunia maya akan semakin berkembang
dan terus tumbuh. Kemampuan untuk menguasai dan memanfaatkannya akan
menjadi faktor strategis bagi pelaku politik dalam proses komunikasi dan
kampanye politiknya.

Perolehan dukungan dan suara adalah target utama dari setiap pelaku
politik. Dan telah menjadi suatu hal yang identik (untuk tidak mengatakan
suatu hal yang linier dan suatu hal yang pasti) bahwa pelaku politik yang
paling populer di media sosial, ialah yang mendapat dukungan dan
memperoleh suara terbanyak dari khalayak. Inilah dampak positif terbesar
dari media sosial bagi proses komunikasi dan kampanye politik.

Media sosial mampu memberikan efek positif bagi pelaku politik
dengan terjalinnya komunikasi politik dua arah yang intens dengan para

pendukungnya. Pergeseran opini dan mobilisasi suara dari suara
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mengambang (floating voters) juga merupakan efek positif dari media sosial
tersebut.

Di sisi lain, konten dan opini yang terbangun di media sosial oleh
pelaku politik kadang dapat berimbas negatif bagi para pesaing politik. Opini
akan kekurangan dan kelemahan bahkan kesalahan (yang dicari-cari) dari
para pesaing politik, tak jarang dapat menimbulkan masalah. Memang, sudah
ada banyak aturan main bahkan sudah terbentuk dalam sebuah undang-
undang (UU), baik UU ITE dan UU Pemilu beserta perangkat Bawaslu dan

aparat Kepolisian.

C. Kerangka Teori
Sejumlah teori yang akan digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan
relevansi dengan judul penelitian antara lain, teori pemilu demokratis,
1. Teori Pemilu Demokratis
Pemilihan umum (Pemilu) diakui secara global sebagai sebuah arena
untuk membentuk demokrasi perwakilan serta mengelar pergantian
pemerintahan secara berkala dan damai. Menurut teori demokrasi minimalis,
pemilu merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi (kontestasi)
antaraktor politik untuk meraih kekuasaan, partisipasi politik rakyat untuk
menentukan pilihan, serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga

negara.®

% Sutoto Eko, Kaya Proyek Miskin Pembangunan, (Yogyakarta: IRE Press, 2006),1
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Pemilu disebut demokratis bila proses dan hasilnya berlangsung secara
kompetitif, bebas, adil, terbuka dan damai dirasakan oleh parpol dan rakyat
pemilih. Menurut Robert Dahl, mekanisme pemilihan dikatakan demokratis
apabila memenuhi beberapa parameter®:

a. Adanya Pemilihan Umum
b. Rotasi Kekuasaan

c. Rekrutmen secara terbuka
d. Akuntabilitas Publik

Merujuk pada pandangan tersebut, semakin jelas bahwa semangat
demokrasi menuntut ruang partisipasi yang luas dan telah mengkonstruksi
sistem demokrasi kita pada demokrasi langsung dimana rakyat secara
langsung berpartisipasi untuk menentukan pilihan politiknya tanpa
diwakilkan.

2. Teori Pengawasan

Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan merupakan proses
pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa
pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah
ditentukan sebelumnya. Selain itu juga merupakan usaha sadar dan sistemik
untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam
organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan

sebelumnya.®’

% Joko J Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Filosofi, Sistem dan Problema
Penerapan di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 34-35
37 Sondang P. Siagian, Fungsi-Fungsi Manajerial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 125
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Pengertian di atas menunjukkan bahwa pengawasan sebagai fungsi
dalam manajemen organisasi (dalam hal ini Bawaslu) yang harus
dilaksanakan. Istilah pengawasan masih dipergunakan dalam bentuk yang
berbeda-beda antara lain pemeriksaan, pengendalian, pengamatan,
pemantauan dan sebagainya. Namun pada dasarnya kesemuanya itu
dilakukan demi mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan
sebelumnya.

Sedangkan menurut Soewarno Handayaningrat, pengawasan dapat
diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah
dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud
supaya pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Jelasnya pengawasan harus
berpedoman terhadap rencana (planning) yang telah diputuskan, perintah
(order) terhadap pelaksanaan pekerjaan (performance), tujuan dan
kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya.3®

Pendapat lain menyatakan bahwa, pengawasan adalah penilaian dan
koreksi atas pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh bawahan dengan maksud
untuk mendapatkan keyakinan atau menjamin bahwa tujuan-tujuan
perusahaan dan rencana-rencana yang digunakan untuk mencapainya
dilaksanakan.*

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan

dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan,

38 Soewarno Handayaningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, (Jakarta: Haji
Masagung, 1994), 143
3H lbrahim Lubis, Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen. (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1985), 154
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ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas
dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi pengawasan Pemilu oleh
BAWASLU bertujuan untuk menghentikan, mendeteksi dan menindaklanjuti
pelanggaran pemilu yang terjadi. Pengawasan diadakan agar kedaulatan
rakyat yang diwujudkan dalam hak pilih warga negara bisa tersalurkan
dengan sebenarnya, tanpa manipulasi dan kecurangan.

3. Pendekatan Institusionalisme

Pendekatan institusionalisme adalah suatu subjek masalah yang
mencakup peraturan, prosedur dan organisasi formal pemerintahan.
Pendekatan ini memakai alat-alat ahli hukum dan sejarah untuk menjelaskan
batas-batas pada perilaku politik maupun efektifitas demokratis.*°

Pendeketan ini memfokuskan institusi negara sebagai kajian utama,
bagaimana organisasi institusi itu, apa tanggung jawab dari setiap perannya,
dan bagaimana institusi itu berinteraksi.

Negara sebagai pusat kekuasaan (state power centre) merupakan inti
dari pendekatan institusional. Pendekatan institusionalisme berkembang pada
abad ke-19, dimana belum terjadi perang dunia dan peran negara sangat
dominan dalam kehidupan masyarakat. Fokus dari pendekatan ini adalah segi
konstitusional dan yuridisnya. Bahasan tradisionalnya menyangkut undang-

undang, kedaulatan, kedudukan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-

40 David Marsh and Garry Stoker, Teori dan Metode Dalam llmu Politik, terj, (New York: Palgrave
MacMillan, 2002), 109.
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lembaga negara. Setidaknya, ada lima karakteristik atau kajian utama
pendekatan ini, yakni:

1. Legalisme (legalism), yang mengkaji aspek hukum, yaitu peranan
pemerintah dalam mengatur hukum.

2. Strukturalisme, yakni berfokus pada perangkat kelembagaan utama
atau menekankan pentingnya keberadaan struktur dan struktur itu pun
dapat menentukan perilaku seseorang.

3. Holistik (holism) yang menekankan pada kajian sistem yang
menyeluruh atau holistik dalam artian lembaga eksekutif, legislative
maupun yudikatif digunakan dalam pengkonsepan idealnya.

4. Sejarah atau historicism yang menekankan pada analisisnya dalam
aspek sejarah seperti kehidupan sosial-ekonomi dan kebudayaan.

5. Analisis normatif (normative analysis) yang menekankan analisisnya
dalam aspek yang normatif sehingga akan terfokus pada penciptaan
good government.

Institusionalisme dipicu oleh pendekatan behavioralis yang melihat
politik dan kebijakan public sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau
massa, dan pemerintah sebagai institusi yang hanya mencerminkan kegiatan
massa itu. Bentuk dan sifat dari institusi ditentukan oleh para aktor serta
pilihannya. Dengan demikian, kedudukan sentral dari institusi-institusi dalam

membentuk kebijakan public dinomor-duakan.**

41 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar llmu Politik Edisi Revisi (Jakarta: Gramedia, 2008), 96.
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Maka dari itu Bawaslu sebagai badan pengawas haruslah memberikan
sikap yang lebih tegas kepada pihak yang melakukan pelanggaran, serta
membuat peraturan-peraturan yang lebih ketat sehingga tidak ada celah lagi
untuk melakukan pelanggaran.

4. Teori Komunikasi Politik

Pengertian Komunikasi Politik Menurut Nimmo, Politik berasal dari
kata polis yang berarti negara, kota, yaitu secara totalitas merupakan kesatuan
antara negara (kota) dan masyarakatnya. Kata polis ini berkembang menjadi
politicos yang artinya kewarganegaraan. Dari kata politicos menjadi politera
yang berarti hak hak kewarganegaraan.*> Menurut Gabriel Almond (1960) :
"komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap
sistem politik, (All of the functions performed in the political system, political
socialisation and recruitment, interest articulation, interest aggregation, rule
making, rule application, and rule adjudication, are performed by means of

communication.)"

Definisi Komunikasi Politik secara definitif, ada beberapa pendapat
sarjana politik, diantaranya Nimmo, mengartikan politik sebagai kegiatan
orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi
konflik sosial. Dalam berbagai hal orang berbeda satu sama lain jasmani,
bakat, emosi, kebutuhan, cita -cita, inisiatif, perilaku, dan sebagainya. Lebih
lanjut Nimmo menjelaskan, kadang -kadang perbedaan ini merangsang

argumen, perselisinan, dan percekcokan. Jika mereka menganggap

42 Dan Nimmo, komunikasi politik, khalayak dan efek, (Bandung: Remaja Karya, 1989), 108
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perselisihan itu serius, perhatian mereka dengan memperkenalkan masalah

yang bertentangan itu, dan selesaikan; inilah kegiatan politik.*

Bagi Lasswell, politik ialah siapa memperoleh apa, kapan, dan
bagaimana caranya (who gets what, when, how). Selain itu, politik juga
dipahami sebagaian pembagian niali-nilai oleh orang —oarang yang
berwenag, kekuasan, dan pemegang kekuasaan.**

Dilihat dari tujuan politik, maka hakikat komunikasi politik adalah
upaya kelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik atau
ideology tertentu dalam rangka menguasai dan atau memperoleh kekuasaan,
dengan kekuatan mana tujuan pemikiran politik dan ideologi tersebut dapat
diwujudkan. Lasswell, memandang orientasi komunikasi politik telah
menjadikan dua hal sangat jelas: pertama, bahwa komunikasi politik selalu
berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan; nilai- nilai dan tujuan
itu sendiri dibentuk di dalam dan oleh proses perilaku yang sesungguhnya
merupakan suatu bagian; dan kedua, bahwa komunikai politik bertujuan
menjangkau masa depan dan bersifat mengantisipasi serta berhubungan
dengan masa lampau dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu.

Seperti yang dikemukakan oleh Harold D Laswell dengan formula
”Who says what, in which channel, to whom, with what effect”, komunikasi
merupakan proses penyampaian pesan dari sumber komunikasi kepada

penerima, yang berlangsung bisa menggunakan saluran (medium) maupun

4 Ali, Novel.Peradaban Komunikasi Politik, (Bandung: Remaja Rosdakarya 1999), 120
4 Ardial, Komunikasi Politik, (Jakarta Barat: PT Indeks 2010), 23

44



secara bertatap muka. Umpan balik sebagai balikan atas pesan yang telah
diterima oleh penerima dalam proses komunikasi tersebut sangat berguna
untuk menilai bagaimana akibat yang terjadi dari proses komunikasi.
Komponen-komponen komunikasi tersebut merupakan basis bagi terjadinya

proses komunikasi politik dalam suatu masyarakat
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BAB Il

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mencapai sesuatu dan
mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan penelitian adalah
terjemahan dari Bahasa Inggris reseach. Research sendiri berasal dari kata
“re” yang berarti “kembali” dan “fo search” artinya “mencari” dengan
demikian maka reseach berarti “mencari kembali”.*®

Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat,
merumuskan, dan menganalisa suatu yang diteliti sampai menyusun suatu
laporan.*®

Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti
penelitian harus didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris

dan sistematis.*’

A. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono
(2011:13), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang

berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada

4 Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian IImu Dakwah (Jakarta: Logos, 1997), 1

4 Arief Furchan, Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 17
4’Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cet.20 (Bandung:Alfabeta,
2014), 2



kondisi obyek yang alamiah, sebagai lawannya adalah (eksperimen) di mana
peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara
triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif (kualitatif) dan hasil
penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.*®

Seperti yang telah diungkapkan di atas dalam penelitian ini, pengolahan
dan penyajian data dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan
prosedur penelitian yang bersifat menjelaskan, mengelola, menggambarkan
dan menafsirkan hasil penelitian sebagai suatu ciri, karakter, atau gambaran
tentang kondisi, ataupun fenomena  tertentu sebagai jawaban atas
permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian lapangan (field
research). Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk
menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu
saat ditengah masyrakat. Penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk
memecahkan masalah-masalah secara mendalam tentang latar belakang
keadaan sekarang, serta interaksi lingkungan suatu kelompok sosial,
individu, lembaga atau masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.*®

Untuk itu peneliti melakukan langkah-langkah identifikasi,
pengumpulan, pengelolahan dan pengkaji terhadap data-data yang telah
ada, baik berupa data primer maupun data sekunder, yang tentunya secara

akurat dan faktual.°

48 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Afabeta, 2011), 13

4% Cholid Narbuko dan H. Ahmadi, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 46
% Ahmadi Muhammad Anwar, Prinsip-Prinsip Metodelogi Riset, (Yogyakarta: Sumbangsih,
1973), 2
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B. Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, yaitu di

JI. Tanggulangin No.3, Keputran, Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur.
2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dijadwalkan kurang lebih 4 bulan, dimulai pada bulan

April s/d Juli 2019.

C. Penentuan Subyek Penelitian

Subyek dari penelitian ini adalah ketua atau anggota Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

D. Tahap-tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah yang akan diteliti:
Tujuan suatu penelitian adalah untuk memecahkan atau menemukan
jawaban terhadap suatu masalah. Jadi, hal pertama yang dilakukan
adalah melakukan analisis masalah agar pokok masalah yang diteliti
tampak jelas. Pokok masalah tersebut biasanya ada dalam judul
penelitian. Dalam hubungan ini, diperlukan kajian pustaka; termasuk
kajian terhadap hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan

pokok masalah yang akan diteliti. Dari hasil studi kepustakaan
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tersebut akan semakin memperkaya perbendaharaan pengetahuan,
konsep, dan teori yang berhubungan dengan pokok masalah yang
akan diteliti.
2. Penentuan Metodologi Penelitian
Setelah pemilihan dan analisis masalah yang akan diteliti, langkah
berikutnya adalah penentuan metodologi penelitian yang akan
digunakan, sehingga masalah-masalah tadi dapat terjawab secara
tepat dan terandalkan kesahihannya. Pada tahap ini, yang perlu
ditentukan adalah (1) jenis atau format penelitian yang akan
digunakan, (2) metode, sumber dan alat pengumpulan data dan (3)
strategi analisis data.
3. Pengumpulan Data

Setelah tahap pertama dan kedua dilakukan (termasuk penyusunan
desain dan instrumen penelitian), berikutnya diikuti dengan
pelaksanaan tahap pengumpulan data (tahap ketiga). Disini, data
dikumpulkan sesuai dengan sumber, metode, dan instrumen
pengumpulan data yang telah dinyatakan dalam tahap kedua. Pada
tahap ini, peneliti mewawancarai responden-responden yang
menjadi sumber data penelitian (menggunakan pedoman wawancara
yang telah disiapkan sebelumnya); atau mengobservasi suatu
keadaan, suasana, peristiwa, dan/atau tingkah laku (menggunakan

panduan observasi yang teah disusun sebelumnya).

4. Pengolahan, Analisis, dan Intrepretasi Data
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Setelah data dikumpulkan, selanjutnya perlu diikuti data pengolahan
(data processing). Pengolahan data mencangkup kegiatan mengedit
(editing) data. Mengedit data ialah kegiatan memeriksa data yang
terkumpul ; apakah sudah terisi secara sempurna atau tidak, lengkap
atau tidak, cara pengisiannya sudah benar atau tidak ; yang belum
lengkap atau belum benar cara pengisiannya, dapat disisihkan (tidak
ikut dianalsis) atau menyempurnakannya dengan jalan melakukan

pengumpulan data ulang ke sumber-sumber data bersangkutan.

. Penyusunan Laporan Penelitian

Tahap akhir suatu penelitian ialah penyusunan laporan penelitian.
Pada laporan penelitian, peneliti mengkomunikasikan apa yang telah
diteliti, bagaimana menelitinya, dan hasil penelitian yang
ditemukan, karenanya di tahap akhir ini peneliti perlu menjelaskan
dalam laporan yang disusunnya : (1) masalah yang diteliti, (2)
metodologi penelitian yang digunakan, dan (3) hasil-hasil penelitian

yang ditemukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1.

Wawancara

Metode wawancara adalah proses menggali informasi kepada subyek
penelitian, wawancara diartikan sebagai usaha mengumpulkan data
dan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan lisan, untuk
dijawab secara lisan pula. Teknik ini dilakukan dengan cara tanya

jawab secara langsung dengan informan berdasarkan panduan
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wawancara yang sudah disiapkan. Teknik wawancara dilakukan dengan
model triangulasi, artinya terhadap informasi dan data yang telah
diperoleh peneliti melakukan pengecekan, pengecekan kembali,
kemudian di cross chek (chek, recheck dan cross chek) sehingga
diperoleh informasi yang valid.

2. Alat Bantu Wawancara
Untuk membantu efisiensi wawancara peneliti menggunakan alat bantu
wawancara perekam suara (voice recorder) guna merekam hasil
wawancara.

3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah data yang diperoleh untuk menjawab masalah
penelitian yang dicari dalam dokumen atau bahan pustaka.®* Prosedur
ini merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara
atau berdasarkan catatan-catatan yang terdokumentasi (otentik), berupa
data statistik, kumpulan peraturan dan perundang-undangan,
kepustakaan, gambar, selebaran atau brosur yang terdapat atau dijumpai
di lokasi penelitian yang berkaitan serta mendukung pelaksanaan

penelitian.

F.  Teknik Analisis Data
Tehnik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data
kualitatif. Analisis data kualitatif ini merupakan upaya yang dilakukan

dengan jelas bekerja oleh data, mengoordinasikan data, memilah-milahnya

51 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2014), 61
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menjadi satuan yang dapat dikelola. Analisa data memiliki proses sebagai
berikut:

1. Mencatat temuan-temuan hasil lapangan

2.  Mengumpulkan dan memilah hasil lapangan yang diperoleh.

3. Berfikir, dan menemukan pola hubungan dalam penelitian.>2

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Dalam melakukan pemeriksaan keabsahan data, peneliti menggunakan
teknik trianggulasi data. Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan data
yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dari luar data itu untuk keperluan
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi
dapat dilakukan melalui pemeriksaan sumber, seperti;
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil
wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan
apa yang dikatakan secara pribadi,
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi
penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang lain.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang

berkaitan.>®

52 exy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2005), 248
53 Ibid, 330
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BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA
A.  Setting Penelitian
1. Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini berkenaan dengan peranan dan strategi Bawaslu Provinsi
Jawa Timur dalam melakukan langkah preventif dalam upaya mencegah
pelanggaran Pemilu 2019 melalui media sosial. Informan yang dipilih adalah
beberapa komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Timur beserta staff tenaga ahli
untuk mendapatkan informasi dengan melakukan wawancara secara
mendalam.

Berdasarkan hasil penelitian, sudah banyak langkah dan cara yang
dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk mencegah pelanggaran
pemilu, hanya saja memang banyak perlu banyak evaluasi dan pembenahan

supaya upaya-upaya yang sudah dilakukan bisa lebih efisien dan efektif.

2. Sejarah Pengawasan Pemilu di Indonesia
Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan
pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an.>* Pada pelaksanaan Pemilu
yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah

pengawasan Pemilu.

5 Bawaslu, Sejarah Pengawasan Pemilu, http://jatim.bawaslu.go.id/profil/sejarah-pengawasan-
pemilu/, diakses pada 22 Januari 2020, pukul 18.15.
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Pada era tersebut terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara
tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk
lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante. Walaupun
pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat
minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, kalaupun ada gesekan
terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan
konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih
muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang
paling ideal.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu
1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak
Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan
Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan
Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas
banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan
oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena palanggaran dan
kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-
protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan
ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang
bertujuan meningkatkan 'kualitas’ Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan
PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke

dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi
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adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk
mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang
bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk
itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat
independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini
dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam
pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni
LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya
Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga
berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas
Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu
baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU
ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc
terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia
Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan
Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas
Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang
dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada

sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas
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Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia
Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di
tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu
merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan
Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan
oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen
pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu.
Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu,
menerima  pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran
administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan
dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan
kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat
provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi).
Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit
kesekretariatan eselon | dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu.
Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk

menangani sengketa Pemilu.
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3. Sejarah Singkat Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga yang
bertugas melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. Secara
historis, di tingkat pusat Bawaslu Republik Indonesia baru dilahirkan sebagai
sebuah badan tetap pada tahun 2007, melalui amanat Undang-undang No. 22
tahun 2007 tentangPenyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Bawaslu merupakan
merupakan badan ad-hoc bernama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang
menjadi bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga tahun 2003.
Meski demikian, berbeda dengan Bawaslu RI, momentum kelembagaan
sebagai badan tetap di tingkat provinsi baru terjadi pada tahun 2012 setelah
dicabutnya status ad-hoc melalui Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilu. Jadi secara kelembagaan berdasar UU No. 15 Tahun
2011, Bawaslu Jatim baru resmi berdiri pada tahun 2012.

Anggota Bawaslu Jawa Timur generasi pertama ini terdiri atas tiga
orang dengan masa tugas lima tahun, yaitu Dr. Sufyanto Kafka, Sri Sugeng,
SH, dan Andreas Pardede, SIP. Ketua terpilih saat itu adalah Dr. Sufyanto
Kafka, seorang akademisi. Andreas Pardede sebelum menjadi anggota
Bawaslu Jatim adalah mantan Panwaslu Kota Surabaya. Sedangkan Sri
Sugeng SH selain menjadi advokat senior, adalah mantan Ketua Panwaslu
Jatim ad-hoc di periode sebelumnya. Mereka bertiga menjabat pada periode
2012 — 2017. Generasi Bawaslu Jatim kedua dilantik pada tanggal 20
September 2017, dengan dasar pembentukan masih menggunakan UU No. 15

Tahun 2011. Tiga orang komisioner terpilih adalah Totok Hariyono, S.H,
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Aang Kunaifi, S.H., M.H, dan Moh. Amin M.Pdl. Ketiganya bukan orang
baru dalam dunia kepemiluan, Totok adalah mantan anggota KPU Kabupaten
Malang, Aang mantan Panwascam dan pernah bergabung dalam organisasi
pemantau pemilu yang memantau Pilkada Serentak tahun 2015, serta Amin
adalah mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Sumenep tahun 2015. Pada
periode ini, mereka bertiga bertugas dengan masa bakti 2017 - 2022.

Ketua terpilih untuk periode ini adalah Moh. Amin, M.Pdl. Kemudian,
bertepatan dengan momentum politik disahkannya Undang-undang No. 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (yang sekaligus merupakan kodifikasi
atas undang-undang sebelumnya tentang penyelenggara, pemilihan presiden,
dan pemilihan legislatif), pengaturan kelembagaan penyelenggara pemilu
oleh undang-undang ini secara signifikan mengubah wajah Bawaslu Jawa
Timur. Bukan saja kedudukannya diperkuat dengan menetapkan status badan
menjadi lembaga permanen hingga tingkat kabupaten kota (sebelumnya
tingkat kabupaten/kota masih ad-hoc menurut UU No. 15 Tahun 2011).
Namun juga struktur keanggotaan Bawaslu Jatim yang semula 3 orang
ditambah menjadi 7 orang, demikian pula di tingkat kabupaten/kota dari 3
orang menjadi 3 atau 5 orang. Konsekuensinya, jumlah jajaran Bawaslu di
bawah juga berubah. Bawaslu Kabupaten/kota di Jawa Timur bertambah dari
semula total 114 orang menjadi 176 orang. Pasukan Panwascam saat ini
tercatat 1998 orang tersebar di 666 kecamatan, sementara pengawas

desa/kelurahan berjumlah 8.497. Untuk pengawas TPS yang akan direkrut 23
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hari sebelum hari pemungutan suara, diproyeksikan berjumlah 130.012 orang
dengan masa kerja 1 bulan.

Menurut ketentuan undang-undang pemilu yang baru ini, tugas dan
kewenangan Bawaslu juga ditambah bukan hanya terbatas pada pelaksanaan
pengawasan tahapan pemilu dan menangani kasus-kasus pelanggaran
administrasi, pidana pemilu dan kode etik. Lebih dari itu, kewenangan
Bawaslu untuk menangani pelanggaran diperluas menjadi quasi peradilan,
dimana Bawaslu berhak menyidangkan dan memutus perkara pelanggaran
administrasi pemilu dan juga sekaligus menangani perkara sengketa proses
pemilu dimana outputnya berupa putusan yang bersifat final dan mengikat.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum secara
signifikan mengubah status kelembagaan Bawaslu menjadi lembaga
permanen hingga tingkat kabupaten/kota tidak lagi berbentuk ad-hoc.
Struktur keanggotaan juga berubah, di tingkat provinsi menjadi 7 orang, dan

di tingkat kabupaten/kota menjadi 3 atau 5 orang.
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4. Struktur Organisasi Bawaslu Jawa Timur

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bawaslu Jawa Timur
Sumber: Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019

5. Visi dan Misi Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Visi :
Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam
Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.
Misi :
a. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat,

mandiri dan solid;

b. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan

efisien;
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c. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen
pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis
teknologi;

d. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta
meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu
partisipatif;

e. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan
berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa
secara cepat, akurat dan transparan;

f. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan
pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar

negeri.

. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan
amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
adalah sebagai berikut :
Bawaslu Bertugas:
a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
1. Pelanggaran Pemilu; dan

2. Sengketa proses Pemilu;
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c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:

1.

2.

3.

4.

Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;

Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan

Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri

atas:

1.

Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih
sementara serta daftar pemilih tetap;

Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
Penetapan Peserta Pemilu;

Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon
anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Pelaksanaan dan dana kampanye;

Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil
Pemilu di TPS;

Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan
sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke

PPK;
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9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU
Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;

10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu
lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

11. Penetapan hasil Pemilu;

e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;

f.  Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara
Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik
Indonesia;

g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:

1. Putusan DKPP;

2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Ihbupaten/ Kota;

4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan

5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas
aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional
Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu
kepada DKPP;

I.  Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
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Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan;

Mengevaluasi pengawasan Pemilu;

Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bawaslu Berwenang:

a.

Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan
adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-
undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;

Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus
penyelesaian sengketa proses Pemilu;

Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil
pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota
Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik

Indonesia;
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Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu
Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu
Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat
dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan ;

Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait
dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi,
pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa
proses Pemilu;

Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundangundangan;

Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan
Panwaslu LN;

Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu
Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN;
dan;

Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Bawaslu Berkewajiban:

1.

2.

Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;

Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR
sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik darr/atau berdasarkan
kebutuhan.

Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara
berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data
kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan

perundangundangan.
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Peranan dan Strategi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)
Provinsi Jawa Timur dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu
2019

1. Penanganan Pelanggaran Pemilihan dan Pemilu:

Gambar 4.2 Alur Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019

Sumber: Materi PPT Paparan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi
Jawa Timur.
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PELANGGARAN

PEMILIHAN

KODE ETIK ADMINISTRASI SENGKETA TINDAK PIDANA
T T T T
DKPP & BAWASLU BAWASLU
BAWASLU
KPU KAB/KOTA PT TUN/MA KEPOLISIAN
DKPP &
KODE ETIK

KPU KAB/KOTA

PELANGGARAN
AN ADMINISTRASI BAWASLU
TINDAK PIDANA GAKKUMDU
SENGKETA MAHKAMAH
PEMILIHAN BAWASLU PTTUN AGUNG

Gambar 4.3 Macam-macam Pelanggaran Pemilu dan Penanganannya

Sumber: Materi PPT Paparan Penanganan Pelanggaran Bawaslu
Provinsi Jawa Timur.

Bawaslu adalah lembaga pengawas pemilu yang mengawasi dan menegakkan
pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus — kasus
pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran kode etik, serta
sengketa pemilihan. Adapun peran Bawaslu yaitu mengkoordinasikan dan
memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan pemilihan, menerima dan

menindaklanjuti  laporan  atas  tindakan  penyelenggaraan  pemilihan,

68



menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas
Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan pemilihan, dIl.>®
Kehadiran Bawaslu dengan kelengkapan perangkatnya sampai tingkat
daerah dibebani harapan agar fungsi pengawasan dan kontribusi penegak
hukum Pemilu menjadi lebih berkualitas, efektif dan efisien. Dengan adanya
kemandirian, penguatan organisasi dan penambahan wewenang Bawaslu,
publik berharap akan adanya pencegahan pelanggaran Pemilu, penanganan
perkara Pemilu, menyelesaikan sengketa Pemilu dan penegakkan hukum
Pemilu yang dilakukan secara komprehensif. Kehadiran Bawaslu dengan
kelengkapan perangkatnya sampai tingkat daerah dibebani harapan agar fungsi
pengawasan dan kontribusi penegak hukum Pemilu menjadi lebih berkualitas,
efektif dan efisien. Dengan adanya kemandirian, penguatan organisasi dan
penambahan wewenang Bawaslu, publik berharap akan adanya pencegahan
pelanggaran Pemilu, penanganan perkara Pemilu, menyelesaikan sengketa
Pemilu dan penegakkan hukum Pemilu yang dilakukan secara komprehensif.
Dalam menjalankan amanat Negara sebagai penyelenggara Pemilihan dan
dalam rangka melaksanakan tugas pokok fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah berdasarkan peraturan Perundang — undangan yang berlaku

antara lain:

5 Amandemen Undang — Undang PILKADA (UU No. 10 Tahun 2016 ), Pasal 22, 9-10.
% Suswantoro, Gunawan, Mengawal Penegak DEMOKRASI Di Balik Tata Kelola BAWASLU &
DKPP, (Jakarta: ERLANGGA, 2016), 3
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihangubernur, Bupati,
Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati danWakil
Bupatim serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan
Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas
Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Luar Negeri dan Pengawas tempat Pemungutan Suara.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan
Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.
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7.

10.

11.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesai
Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan,
Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat
Pemungutan Suara.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan
Wakil Walikota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta
Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2018 tentang tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan

dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan
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12.

13.

14.

15.

16.

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta
Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan
Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil
Walikota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2018 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil
Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Nomor 1 Tahun 2017
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Nomor 8 Tahun 2017
tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Nomor 9 Tahun 2017
tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan
Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Nomor 4 Tahun 2017
tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2018.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Nomor 5 Tahun 2017
tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Nomor 9 Tahun 2018

tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur
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dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota.

23. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil

24. Permendagri Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang
Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil

Walikota.

2. Bentuk-bentuk Pelanggaran dalam Pemilu 2019 yang Ditemukan oleh
Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Jawa Timur.

Jumlah temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 di Jawa Timur
yang tercatat oleh BAWASLU Provinsi Jawa Timur berjumlah 13.566 kasus di
seluruh wilayah Jawa Timur. Sedangkan yang masuk registrasi sebanyak 13. 471
kasus. Sebaran kasus tersebut diantaranya, 12.637 kasus dugaan pelanggaran
administrasi, 102 kasus dugaan pelanggaran pidana, 28 kasus dugaan pelanggaran
terkait dengan kode etik, dan 704 kasus dugaan pelanggaran hukum lainnya.

Di bawah adalah tabel jumlah temuan dan laporan BAWASLU Provinsi Jawa
Timur serta sebaran kasus terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 di Jawa

Timur:
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Sebaran Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2019

TEMUAN DAN LAPORAN REGISTRASI
BAWASLU Tdk
NO PRO\QQ.?.KKAB/ Temuan | Laporan | Jumlah | diregistrasi/ | Registrasi | Jumlah
dilimpahkan
1 PROVINSI JATIM 37 42 79 37 42 79
2 BANGKALAN 148 28 176 6 170 176
3 BANYUWANGI 119 13 132 - 132 132
4 BLITAR 354 7 361 5 356 361
5 BOJONEGORO 326 3 329 - 329 329
6 BONDOWOSO 37 1 38 - 38 38
7 GRESIK 888 5 893 - 893 893
8 JEMBER 529 16 545 10 535 545
9 JOMBANG 546 1 547 - 547 547
10 KEDIRI 886 - 886 - 886 886
11 LAMONGAN 973 3 976 - 976 976
12 LUMAJANG 111 4 115 - 115 115
13 MADIUN 243 2 245 - 245 245
14 MAGETAN 586 - 586 - 586 586
15 MALANG 1.674 6 1.680 - 1.680 1.680
16 MOJOKERTO 429 - 429 - 429 429
17 NGANJUK 497 1 498 498 498
18 NGAWI 63 1 64 - 64 64
19 PACITAN 118 1 119 - 119 119
20 PAMEKASAN 185 26 211 4 207 211
21 PASURUAN 202 4 206 - 206 206
22 PONOROGO 294 4 298 - 298 298
23 PROBOLINGGO 33 4 37 - 37 37
24 SAMPANG 106 21 127 13 114 127
25 SIDOARJO 694 12 706 4 702 706
26 SITUBONDO 364 7 371 3 368 371
27 SUMENEP 236 12 248 2 246 248
28 TRENGGALEK 168 3 171 - 171 171
29 TUBAN 515 - 515 - 515 515
30 TULUNGAGUNG 131 2 133 - 133 133
31 KOTA BATU 187 1 188 - 188 188
32 KOTA BLITAR 222 2 224 2 222 224
33 KOTA KEDIRI 113 - 113 - 113 113
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34 KOTA MADIUN 274 4 278 - 278 278
35 KOTA MALANG 169 4 173 2 171 173
36 | KOTA MOJOKERTO 173 4 177 3 174 177
37 KOTA PASURUAN 189 1 190 - 190 190
KOTA
38 PROBOLINGGO 103 1 104 - 104 104
39 | KOTA SURABAYA 384 14 398 4 394 398
TOTAL 13.306 260 13.566 95 13.471 13.566
Sumber: Data dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Tabel 4.2
Data Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019
PENANGANAN PELANGGARAN Jumlah
ADM HUKUM LAINNYA BKN Pelanggaran
ADM PELANGGARAN | APK (Dari
o | NON JX”SE“ PIDANA | ETIK| Apk | ASN | Lainnya | Jumlah | /DIHENTIKAN | Adm + Hukum
APK Lain)

- 39 39 1 1 - - - - 1 -
147 14 161 6 1 - 2 - 2 9 147
118 2 120 10 1 - 1 - 1 9 118
303 4 307 3 - 46 - - 46 10 349
321 1 322 5 - - 1 1 2 5 321
32 - 32 - 1 - - 5 5 4 32
887 2 889 2 1 - 1 - 1 2 887
96 6 102 3 - 430 | - - 430 3 526
537 6 543 - - - 3 1 4 - 537
880 3 883 1 2 - - - - 1 880
965 2 967 5 - 3 1 4 6 965
67 6 73 2 2 36 - 2 38 2 103
239 - 239 4 - - 1 1 2 3 239
586 - 586 - - - - - - - 586

1.641 23 1.664 14 1 1 - - 1 14 1.642
425 3 428 1 - - - - - 425
496 2 498 - - - - - - - 496

62 1 63 1 - - - - - 1 62
116 2 118 1 - - - - - 1 116
182 15 197 8 1 - - 1 1 8 182
202 4 206 - - - - - - - 202
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286 3 289 6 - - - 3 3 6 286
- - - 4 1 30 2 1 33 5 30
99 10 109 1 4 - - - - 1 99
692 2 694 1 7 - - - 3 692
361 3 364 3 - - - 1 4 361
225 6 231 11 2 - - 2 2 11 225
158 13 171 - - - - - - - 158
511 - 511 - - - 4 - 4 4 511
16 - 16 - 2 113 | 2 - 115 - 129
186 - 186 1 1 - - - - 1 186
222 - 222 - - - - - - - 222
108 3 111 1 - - - 1 1 1 108
277 - 277 - - - 1 - 1 - 277
162 - 162 3 - - 4 2 6 4 162
171 2 173 1 - - - - - 1 171
188 - 188 2 - - - - 2 188
102 - 102 1 - - 1 - 1 1 102
384 10 394 - - - - - - - 384
12.450 | 187 | 12.637 102 28 | 656 | 27 21 704 123 13.106

Sumber: Data dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur
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Sumber dugaan pelanggaran Pemilu ada dua, yaitu melalui temuan dan
laporan. Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan
Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Pada Bab | bagian Ketentuan
Umum Pasal 1 ayat 25 dan 26. Perbawaslu ini menjelaskan bahwa, temuan
pelanggaran yang selanjutnya disebut Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu,
Bawaslu Provinsi dan / atau Bawaslu Kabupaten / Kota, Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan / Desa, Panwaslu LN, dan / atau Pengawas TPS pada setiap
tahapan penyelenggaraan Pemilu yang mengandung dugaan.

Sedangkan laporan menurut Perbawaslu ini adalah laporan langsung Warga
Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, atau pemantau
Pemilu kepada Bawaslu dan / atau Bawaslu Kabupaten / Kota, Kecamatan
Panwaslu, Panwaslu Kelurahan / Desa, Panwaslu LN, dan / atau Pengawas TPS

pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.®’

57 perbawaslu, BAB | Pasal 1 ayat 25 dan 26.

78



Gambar 4.4 Sumber Dugaan Pelanggaran Pemilu
Sumber: Data dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Gambar 4.5 Alur Penerimaan Laporan/Temuan dan Registrasi:
Sumber: Data dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur
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Gambar diatas adalah gambar alur penerimaan temuan/laporan dan cara
registrasi. Dalam menerima laporan/temuan dugaan pelanggaran tindak pidana,
Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota harus didampingi dan dibantu oleh
Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra
Gakkumdu. Pendampingan meliputi tindakan identifikasi, verifikasi, dan konsultasi
terhadap laporan/temuan tersebut. Kemdian Pengawas Pemilu didampingi oleh
anggota Sentra Gakkumdu melakukan Klarifikasi terhadap pelapor dan saksi yang

hadir.>®

8 peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia, Bagian Kesatu
Penerima Laporan/Temuan, Pasal 15 Ayat 2.
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Gambar 4.6 Alur Penerimaan Penanganan Pelanggaran Pemilu
Sumber: Data dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur
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3. Hukuman dan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pemilu

Hukuman dan sanksi terhadap pelanggaran pemilu bervariasi, tergantung
jenis pelanggaran apa yang dilakukan. Pelanggaran administratif, pelanggaran kode
etik, pelanggaran tindak pidana atau pelanggaran hukum lainnya mempunyai dasar
hukuman/sanksi yang berbeda-beda. Tingkat hukuman/sanksi juga ada beberapa
tahap, bergantung seberapa besar tingkat/dampak pelanggaran yang dilakukan.

Contoh, misalkan dalam pelanggaran hal-hal yang dilarang dalam Pemilu/
saat kampanye sudah diatur jelas dalam UU Pemilu nomor 7 tahun 2017. Maka
beberapa hukuman/sanksi yang diberikan bagi yang melanggar adalah sebagai
berikut:
1.  Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan landasan
norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara
pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam
semua tindakan dan ucapan. Serta pelanggaran terhadap etika penyelenggara
Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas
sebagai penyelenggara Pemilu.>® Pada pelanggaran kode etik ini selanjutnya
ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Pemilu sesuai dalam Pasal 159 UU No. 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum. DKPP mempunyai tugas antara lain:%°

a. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode

etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan

% Lihat Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
60 |ihat Pasal 159 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
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b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas
aduan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang
dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Pengajuan Pengaduan dan/atau Laporan dapat dilakukan dengan cara sebagai
berikut: ¢

a. Jika Teradu dan/atau Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang
menjabat sebagai:

1. Anggota KPU;

2. Anggota Bawaslu;

3. Anggota (Komisi Pemilihan Umum) KPU Provinsi atau
(Komisi Independen Pemilihan) KIP Aceh;

4. Anggota Bawaslu Provinsi;

Pengaduan dan/atau Laporan ditujukan langsung kepada Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

b. Jika Teradu dan/atau Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang
menjabat sebagai:

1. Anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;
2. Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota;

3. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

4. Anggota Panwaslu Kecamatan;

5. Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);

6. Anggota Pengawas Pemilu Lapangan; atau

®IModul Workshop penanganan Pelanggaran dalam rangka pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota
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7. Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
c. Dalam hal KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU
Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota menemukan dugaan
pelanggaran Kode Etik, Pengaduan dan/atau Laporan disampaikan

kepada DKPP.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik
- UU No 7 Th 2017 pasal 309

1. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan
sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu yang
mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat
kelurahan/desa, Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan laporan
kepada Panwaslu Kecamatan.

2. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana
kampanye, peserta kampanye, atau tim kampanye melakukan
pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1)
dan ayat (2) dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan
terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa,
Panwaslu Desa/Kelurahan menyampaikan laporan kepada PPS.%

- Peraturan DKPP No 2 Th 2017 Tentang kode etik penyelenggara pemilu

62 | ihat Pasal 309 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
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DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Penyelenggara Pemilu yang
terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sanksi sebagaimana

dimaksud berupa:®

a. teguran tertulis;
b. pemberhentian sementara; atau
C. pemberhentian tetap.

2.  Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara,
prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu
dalam setiap tahapan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode
etik penyelenggara pemilu.%*

Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, yaitu:%®

1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima,

memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.

2) Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat

rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif

Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang.

83 Lihat Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
84 Lihat Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
8 Lihat Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
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3)

4)

5)

Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provins Pemeriksaan oleh Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara
terbuka.

Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan
pelanggaran  Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus
penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat

belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

Prosedur penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dapat dilakukan

sebagai berikut:

1.

Temuan/Laporan pelanggaran pemilihan disampaikan Bawaslu Provinsi,
Panwas Kabupaten/Kota, Panwascam Kecamatan, Pengawas
Kelurahan/Desa (PKD), dan pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari
sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan

Dalam hal laporan pelanggaran merupakan pelanggaran administrasi
pemilihan telah dikaji dan terbukti kebenarannya. Bawaslu Provinsi,
Panwas Kabupaten/Kota, Panwascam Kecamatan, Pengawas
Kelurahan/Desa (PKD), dan pengawas TPS wajib menindaklanjuti

laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.

Modul Workshop penanganan Pelanggaran dalam rangka pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota
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Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwascam Kecamatan,
Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), dan pengawas TPS dapat meminta
keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan
diteruskan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS),
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sesuai
tingkatannya

Terhadap pelaku dugaan pelanggaran administrasi, pengawas pemilu
merekomendasikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU
Kabupaten/Kota, untuk memberikan sanksi administrasi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota.

Terhadap kondisi administrasi penyelenggaraan pemilihan yang tidak
sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan tentang
penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pengawas
Pemilihan merekomendasikan untuk mengembalikan kepada kondisi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota;

KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti
rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota;
KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan

pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu
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10.

11.

Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuao dengan
tingkatannya;

KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus
pelanggaran administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi
Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima;

Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau peserta
Pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi
dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang
pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Bawaslu Provinsi dan/atau
Panwas Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau
peringatan tertulis;

Sanksi administrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 222 ayat (2)
peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang penyelesaian Pelanggaran
Administrasi Pemilihan Umum yaitu:

a. Perintah Penyempurnaan prosedur;

b. Perintah perbaikan terhadap keputusan atau hasil dari proses;

c. Teguran lisan;

d. Peringatan tertulis;

e. Diberhentikan/tidak dilibatkan dalam kegiatan tahapan; atau

f. Pemberhentian sementara.

88



Dalam Pasal 310 UU no 7 tahun 2017, apabila terdapat laporan atau
ditemukan pelanggaran kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/ desa, maka PPS
wajib menindaklanjuti dengan:

a. menghentikan pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan

yang terjadwal pada hari itu setelah mendapatkan persetujuan dari PPK;

b. melaporkan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang
cukup tentang adanya tindak pidana Pemilu mengenai pelaksanaan
Kampanye Pemilu;

c. melarang pelaksana atau tim Kampanye Pemilu untuk melaksanakan
Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan PPK;
dan/atau

d. melarang peserta Kampanye Pemilu untuk mengikuti. Kampanye Pemilu
berikutnya setelah mendapatkan persetujuan PPK.

Selanjutnya PPK menindaklanjuti laporan tersebut, dengan melakukan
tindakan penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam UU No 7 Th 2017 Pasal 285, Putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 280 dan Pasal 284, digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan

KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:®®

67 Lihat Pasal 310 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
88 Lihat Pasal 285Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
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a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi; dan DPRD

kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau

b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan

DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

Dalam UU No 7 Th 2017 Pasal 286 ayat 2, 3 dan 4, Pasangan Calon serta
calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang
terbukti melakukan pelanggaran money politik, yang dilakukan secara terstruktur,
sistematis, dan masif, berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi
administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon, serta calon anggota DPR, DPD,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU. Pemberian sanksi tersebut
tidak menggugurkan sanksi pidana.®®

Dalam PKPU No 23 Th 2018 Pasal 76, pelanggaran terhadap larangan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a sampai dengan
huruf j kecuali huruf h (menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan
tempat pendidikan), dan ayat (2) PKPU merupakan tindak pidana, dan dikenai
sanksi yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu. Selain sanksi di atas,
pelanggaran terhadap larangan dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e (mengganggu
ketertiban umum) dan huruf h dikenai sanksi: "

a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau

89 |ihat Pasal 286 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
70 Lihat Pasal 76 PKPU Nomor 23 Tahun 2018
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b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau
di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan
yang berpotensi menyebar ke daerah lain.
3. Pelanggaran Tindak Pidana
Pelanggaean tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau
kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Undang-Undang ini menetapkan 19 pasal
tindak pidana pelanggaran, mulai dari memberi keterangan tidak benar dalam
pengisian daftar pemilih hingga mengumumkan hasil survei pada masa tenang.
Sementara untuk tindak pidana kejahatan, UU ini mengatur dalam 29 pasal, mulai
dari menghilangkan hak pilih orang lain hingga petugas Pemilu yang tidak
menindaklanjuti temuan atau laporan pelanggaran. Terhadap pelanggaran tindak
pidana pemilu ini, Bawaslu dan jajarannya berwenang menerima laporan untuk
kemudian diproses dan diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.”
Prosedur penanganan Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota, sebagai berikut:
a. Pengawas Pemilihan
1) Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwascam
Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), dan pengawas TPS
menemukan dan/atau menerima laporan pelanggaran pemilihan

pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

" Lihat Pasal 476 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
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2)

3)

4)

5)

6)

b.

Temuan/Laporan pelanggaran Pemilihan disampaikan kepada
Bawaslu  Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwascam
Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), dan pengawas TPS
paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya
pelanggaran Pemilihan

Temuan/laporan dugaan tindak pemilihan yang diterima Pengawas
Pemilihan dalam 1x24 jam dibahas dalam forum Sentra Gakkumdu
Dalam hal laporan laporan tindak pidana Pemilihan telah dikaji dan
terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota,
Panwascam Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), dan
pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga)
ari setelah laporan diterima.

Dalam hal diperlukan, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota,
Panwascam Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), dan
pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor
dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

Temuan/Laporan dugaan tindak pidana Pemilihan diteruskan kepada
Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1x24 jam (satu
kali dua puluh empat) jam sejak diputuslam oleh Bawaslu Provinsi,
Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penuntut

Umum

92



1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyempaikan
hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum
paling lama 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima;

2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu lama 3
(tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada
penyidik kepolisian RI disertai petunjuk tentang hal yang harus
dilakukan untuk dilengkapi;

3) Penyidik kepolisian Negara R1 dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari
sejak tanggal penerimaan berkas pengembalian dari penuntut umum,
harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada
penuntut umum;

4) Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara hasil penyidikan
Penyidik Kepolisian Negara RI, kepada Pengadilan Negeri paling
lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.

Sanksi Tindak Pidana:
- UU No 7 Th 2017 Pasal 521,
Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan
sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf

f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama
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2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta
rupiah).”

- UU No 7 Th 2017 Pasal 523 ayat 1 dan 2; "3

1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan
sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai
imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak
langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda
paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan
sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang
atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak
langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling
banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih
untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu
tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan

denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

72 |_ihat Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
73 Lihat Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
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- UU No. 7 Tahun 2017

Pasal 490;

Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan
dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu
Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama
1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). "

Pasal 494,

Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau
anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama
1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Pasal 496, Pasal 497,

Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar
dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334
ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat
(3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling
banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Setiap orang yang dengan sengaja
memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak

Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). 7

" Lihat Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
75 Lihat Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
76 Lihat Pasal 496-497 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
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Pasal 528;

1. Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 339 ayat (2) dan tidak melaporkan kepada KPU dan/atau
tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah
sumbangan yang diterima.

2. Pelaksana dan tim kampanye yang menggunakan dana dari sumbangan
yang dilarang dan/atau tidak melaporkan dan/atau tidak menyetorkan ke
kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 339 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan
yang diterima.”’

Pasal 547, Pasal 548;

Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau
melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta
Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau
sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada

pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana

" Lihat Pasal 528 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

96



dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).’
- PKPU No 23 Th 2018 Pasal 76;

Pelanggaran terhadap larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
69 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j kecuali huruf h (menggunakan fasilitas
pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan), dan ayat (2) PKPU merupakan
tindak pidana, dan dikenai sanksi yang diatur dalam Undang-Undang mengenai
Pemilu.”

Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga memberikan
kewenangan kepada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa Pemilu. Dalam
Undang-Undang ini juga menjabarkan lebih lanjut mengenai sengketa Pemilu yang
dimaksud. Dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
pemilihan umum, yaitu sengketa Pemilu di definisikan sebagai sengketa yang
terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara
Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota.

Dalam penyelesaian sengketa Proses Pemilu di Bawaslu melalui beberapa
tahapan, yaitu:®

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang

menyelesaikan sengketa proses Pemilu.

78 Lihat Pasal 547-548 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
7 Lihat PKPU No. 23 Tahun 2018 Pasal 76
8 Lihat Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
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(2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan
memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak
diterimanya permohonan.

(3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan
penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:

a. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses
Pemilu; dan
b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai

kesepakatan melalui mediasi atau musywarah dan mufakat.

Pada Pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan
umum, putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu
merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap
sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:®8!

a. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;

b. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/Kota; dan

c. Penetapan Pasangan Calon

Tata Cara Bawaslu dalam menindaklanjuti suatu pelanggaran dapat dilihat
dari penanganan pelanggaran tersebut melalui temuan ataupun laporan. Temuan
adalah hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas

Kabupaten/Kota, Panwascam Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), dan

81 |ihat Pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
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pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggara Pilkada yang mengandung
dugaan pelanggaran Pemilihan. 8 Laporan adalah laporan yang disampaikan secara
tertulis oleh pelapor kepada pengawas pemilu tentang dugaan terjadinya
pelanggaran.

Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal
454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota, sebagai berikut:

1) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada pemilihan

setempat;

2) Pemantau Pemilihan; atau

3) Peserta pemilihan.

Laporan pelanggaran Pemilihan disampaikan secara tertulis yang memuat
paling sedikit:

1) Nama dan alamat terlapor;

2) Pihak terlapor;

3) Waktu dan tempat kejadian perkara; dan

4) Uraian kejadian.

Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan disampaikan kepada

Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota paling lama 7

(tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran

8 Lihat Pasal 454 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota
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Pemilihan. Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dituangkan dalam

formulir model A.l. Sistem atau tahapan-tahapan pelaporan dapat dilakukan

sebagai berikut:

1.

Laporan dugaan pelanggaran pemilihan disampaikan secara langsung di
kantor Bawaslu yang dituangkan dalam formulir model A.1;

Pelaporan menandatangani formulir model A.1;

Dalam mengisi formulir model A.1, pelapor melengkapi isian dalam
formulir dan menyertakan data berupa fotokopi KTP dan/atau identitas
lain beserta nama dan alamat saksi;

Dalam hal kelengkapan formulir terpenuhi, petugas penerima laporan
membuat tanda bukti penerimaan laporan dugaan pelanggaran dalam 2
(dua) rangkap 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelapor dan 1 (satu)
rangkap untuk pengawas Pemilihan;

Petugas penerima laporan melakukan pencatatan atas penerimaan

laporan dalam buku register penerima laporan.

Tata Cara Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan, sebagai berikut:

1. Pengawas pemilihan dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan dan

tahapan penyelenggaraan pemilihan berwenang untuk menemukan
dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan berdasarkan tempat
terjadinya pelanggaran dan tindak pidana pemilihan pada setiap tahapan

penyelenggara pemilihan.

100



Laporan pengawasan yang terdapat peristiwa dugaan pelanggaran dan
tindak pidana pemilihan diputuskan menjadi temuan dugaan pelanggaran
dan/atau tindak pidana pemilihan melalui rapat pleno Pengawas
pemilihan.

Keputusan pleno sebagaimana dimaksud di atas ditindaklanjuti dengan
mengisi formulir temuan sebagaimana formulir temuan model A-2
Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu.
Pengisian formulir temuan memperlihatkan syarat formal sebagai
berikut:

a. Penemu dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan oleh
Pengawas Pemilihan;

b. Waktu temuan tidak melebihi ketentuan batas watu;

c. ldentitas terlapor;

d. Peristiwa dan uraian kejadian.

5. Pengawas pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya
dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan/atau tindak pemilihan
menindaklanjuti dengan proses penindakan pelanggaran dan/atau tindak

pidana pemilihan.

Tata Cara Pelaporan dugaan pelanggaran pemilihan, sebagai berikut:

Laporan disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh)
hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan.
Laporan tersebut dituangkan dalam formulir penerimaan Laporan

pelanggaran Pemilu (formulir model A.1)
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Pengawas Pemilu memberikan tanda terima atas laporan tersebut dengan
menggunakan formulir tanda bukti penerimaan Laporan (formulir model
A.3)

Pengawas Pemilu mengkaji setiap Laporan pelanggaran pemilihan yang
diterima dan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak
menindaklanjuti paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
Dalam hal Pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan dari
pelapor untuk melengkapi laporan, dilakukan paling lama 5 (lima) hari
setelah laporan diterima.

Pengawas Pemilu melakukan kajian atas laporan dengan menggunakan
formulir kajian laporan (formulir model A.8)

Pengawas Pemilu dapat mengundang pihak Pelapor dan Terlapor
meupun pihak terkait lainnya untuk memberikan Klarifikasi atas laporan
yang disampaikan kepada Pengawas Pemilu.

Dalam rangka melakukan Klarifikasi tersebut Pengawas Pemilu membuat
surat undangan klarifikasi menggunakan formulir surat undangan

(formulir model A.4)
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Gambar 4.7 Alur Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
Sumber: Data dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur

4.  Pelanggaran hukum lainnya.

Masing-masing masalah pelanggaran pemilu itu diselesaikan oleh lembaga-
lembaga yang berbeda. Masalah pelanggaran administratif bisa ditangani oleh
Bawaslu, masalah pelanggaran kode etik ditangani oleh DKPP, masalah
pelanggaran tindak pidana diselesaikan bersama GAKKUMDU, sedangkan
masalah sengketa hasil pemilu bisa diselesaikan di PTTUN/MA.

Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 hanya menyebut dengan tegas
tiga macam masalah hukum, yaitu: pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran
pidana pemilu, dan perselisihan hasil pemilu (perselisihan antara KPU dan peserta
pemilu). Dua macam jenis masalah hukum lainnya, meskipun tidak disebut secara

tegas dalam UU No. 7 tahun 2017, tetapi secara materi diatur, yaitu pelanggaran
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kode etik penyelenggara pemilu dan sengketa dalam proses atau tahapan pemilu.
Sementara itu masalah sengketa hukum lainnya tidak diatur diatur secara eksplisit,
baik nama maupun materinya, tetapi praktik mengakui keberadaanya, yaitu masalah
hukum lainnya.

Tidak semua persoalan hukum yang terjadi adalah sengketa hukum atau
pelanggaran pemilu. Perlu adanya batasan wilayah pembagian penanganan
pelanggaran, karena hal itu sangat menyulitkan kalau semua difokuskan pada badan
pengawas pemilu. Misalnya saja pelanggaran lalu lintas pada masa kampanye. Hal
ini bukanlah pelanggaran kampanye pemilu karena merupakan pelanggaran atas
perundang-undangan umum/ UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sama halnya jika
penyelenggara pemilu dituduh melakukan korupsi, tentu hal ini menyangkut

undang-undang korupsi dan bukan perundang-undangan pemilu.

C. Analisis Data

Dalam analisis data ini, peneliti akan menganalisa data yang diperoleh dari
hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Adapun data yang diperoleh dari
penelitian ini yaitu mengenai “Strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi
Jawa Timur dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu 2019 melalui Media Sosial”.

Analisis data ini meliputi beberapa hal di antaranya:

1. Strategi dan Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa
Timur dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 2019

a. Pengoptimalan Pengawasan di Media Sosial

Pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari
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teknologi-teknologi web baru berbasis internet, yang memudahkan semua
orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi dan
membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat menyebarluaskan
konten mereka sendiri. Post di blog, tweet, atau video YouTube dapat
direproduksi dan dapat dilihat secara langsung oleh jutaan orang secara
gratis.®

Demikian cepatnya orang bisa mengakes media sosial mengakibatkan
terjadinya fenomena besar terhdap arus informasi tidak hanya di negara-
negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga
mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam
menyebarkan berita-berita.

Dalam hal ini tentunya Bawaslu Provinsi Jawa Timur menggunakan
media sosial sebagai sarana untuk membantu dalam melakukan pengawasan
dan pencegahan pelanggaran pemilu. Bawaslu juga bekerjasama dengan
beberapa pihak yang berkaitan dengan media sosial, seperti Facebook dan
Kominfo. Sehingga ketika ditemukan pelanggaran bisa langsung dilakukan
tindak lanjut misalnya pemblokiran akun. Hal tesebut merefleksikan teori
pengawasan menurut Sondang P. Siagian, bahwasanya pengawasan
merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih
menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana
yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga merupakan usaha sadar dan

sistemik untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang

8 Dan Zarella, The Social Media Marketing Book (2010), Oreilly Media. USA, hal. 2-3
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diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah
ditentukan sebelumnya

Seperti yang dijelaskan oleh Pak Aang Kunaefi, selaku koordinator
divisi pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

“Kami berupaya melakukan semaksimal mungkin untuk
melakukan pengawasan di media sosial. Misal, kami berupaya
bekerjasama dengan Facebook dan beberapa pihak lain yang
berkaitan dengan medsos yang bilamana kami menemukan ada
akun yang menyebarkan infomarsi tidak benar, kami bisa segera
melakukan pemblokiran. Dengan kominfo, semacam itu.”%*

Selain itu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga memberikan edukasi
kepada masyarakat agar menggunakan sosisal media dengan bijak, dengan
bekerjasama dengan Influencer. Hal ini berkaitan dengan teori komukasi
politik Lasswell, yaitu memandang bahwa komunikasi politik selalu
berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan. Lebih jelasnya yang
diucapkan Pak Aang begini:

“Kalau kemudian mengedukasi masyarakat, kami seringkali
mengundang temen-temen netizen (influencer) untuk kemudian
turut serta aktif, sehingga mensosialisasikan kepada masyarakat
agar tidak mudah memviralkan informasi yang memang itu
diragukan kebenarannya, dibantu temen-temen netizen di Jawa
Timur dengan harapan bisa aktif membantu memberikan
informasi kepada Bawaslu ketika ada penyebaran berita hoax dan

lain sebagainya”®

Diperkuat perkataan Bu Elly bahwa media sosial dirasa juga cukup

efektif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Berikut tuturnya:

8 Aang Khunaefi, Wawancara oleh Peneliti, 12 November 2019
8 Aang Khunaefi, Wawancara oleh Peneliti, 12 November 2019
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“Iya Bawaslu Jatim menggunakan media sosial untuk melakukan
edukasi, media sosialnya semua platform ya, mulai dari
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan website kita juga
ada. Penggunaan medsos ini dirasa cukup efektif untuk wilayah
di Jawa Timur karena memang banyak digemari.”

b. Tolok Ukur Kefektifan Media Sosial dalam Membantu Pengawasan.

Pada era digital ini, media sosial dirasa telah menjadi trend dalam
komunikasi apapun. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para
penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi dan berbagi. Tentunya media
sosial bisa menjadi sangat efektif untuk meningkatkan pengawasan dan
partisipasi masyarakat.

Tentunya Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga akan mengoptimalkan hal
tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Pak Aang dan Bu Elly:

“Ukuran efektif atau tidak itukan masih perdebatan ya, tapi yang
jelas itu ada laporan (report) dari kegiatan sosialisasi itu yang
kemudian disampaikan oleh netizen kepada pengawas pemilu.”®’

“Ya bisa saja iya, tapi pengukurannya itu kan harus ada semacam
survey begitu ya. Tapi menurut kami itu juga sudah cukup
efektif.”88

Selain sebagai sarana edukasi dan peningkatan partisipasi masyarakat,
media sosial juga berguna dalam meningkatkan pengawasan, dalam pemilu
di era modern ini banyak sekali platform media online yang digunakan

sebagai sarana untuk berkampanye. Tentunya Bawaslu juga akan melakukan

8 Nur Elya Anggraini, Wawancara oleh Peneliti, 21 November 2019
8 Aang Khunaefi, Wawancara oleh Peneliti, 12 November 2019
8 Nur Elya Anggraini, Wawancara oleh Peneliti, 21 November 2019
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pengawasan Yyaitu bekerjasama dengan platform-platform media sosial. Ada
aturan-aturan yang berlaku dalam penggunakan media sosial bagi peserta
pemilu. Berikut penjelasan dari Pak Aang:

“Dari aspek regulasi, itu kewajiban peserta pemilu yang
melakukan kampanye di medsos itu memang ada kewajiban
untuk mendaftarkan akun, kemudian KPU mengaturnya
membatasi berapa akun untuk tiap medsos. Namun di medsos ini
juga ada beberapa akun yang tidak terdaftar tidak
mengatasnamakan partai, misal akun anonymous dan lain
sebagainya, itu yang kemudian menyulitkan di proses
penindakannya. Di satu sisi, juga ada beberapa hal yang
memenuhi unsur pelanggaran di tindak pidana pemilu, namun
disisi lain juga berkaitan dengan UU ITE, sehingga
penindakannya pun berbeda. Kalau berkaitan dengan tindak
pidana pemilu tentu pintu masuk pertamanya di Bawaslu, tapi
kalau di UU ITE, yang harus responsif mengusut itu adalah pihak

kepolisian.”®®

Dalam menjalankan pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak
hanya bekerjasama dengan pihak platform media sosial saja, tetapi juga
dengan pihak kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra
Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu). Karena Bawaslu Provinsi Jatim
sendiri merasa masih belum bisa untuk menangani beberapa kasus yang
terjadi yang terkait dengan media sosial akibat terbatasnya infrastruktur yang
dimiliki. Seperti yang dipaparkan oleh Pak Aang berikut:

“Jadi kalau untuk aktivitas di medsos, tentu harus melibatkan
pihak-pihak yang lain, misal Kepolisian Daerah atau Kapolresta
yang memang memiliki infrastruktur atau memiliki satuan khusus
sendiri yaitu Cyber Crime. Karena infrastruktur mereka lengkap
untuk menghadapi hal yang berkaitan dengan medsos. Kalau

8 Aang Khunaefi, Wawancara oleh Peneliti, 12 November 2019
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Bawaslu masih kesulitan untuk bisa mendeteksi akun-akun yang
menyebarkan berita hoax. Karena tidak bisa mengetahui
sumbernya darimana, di wilayah mana akun itu dioperasikan.”®

Sedangkan menurut Bu Elly, Bawaslu Provinsi Jawa Timur sudah
berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan
menindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, berikut
pemaparannya:

“Kita jargonnya “Cegah, Awasi, Tindak”, jadi semaksimal
mungkin kita mencegah terjadinya pelanggaran. Kalau misalnya
ada kegiatan yang dilakukan oleh peserta atau masyarakat kita
mengawasi dengan optimal. Kemudian penindakan, penindakan
ini jika tejadi pelanggaran, baik itu hasil pengawasan jajaran
Bawaslu atau melalui laporan dari masyarakat akan ditindak
secara perundang-undangan. Jadi, tolok ukurnya adalah

bagaimana dalam melaksanakan “Cegah, Awasi, Tindak” itu

sesuai dengan aturan.”%!

c. Harapan Bawaslu Terhadap Perkembangan Medsos
Media sosial sendiri memilik dampak positif dan dampak negatif, selain
bisa meningkatkan partisipasi masyarakat serta membantu dalam proses
pengawasan. Disisi lain kita sama-sama mengetahui bahwa fenomena hoaks
telah mencemari dan menjadi hal buruk dalam demokrasi yang kita jalani saat
ini.
Tentunya Bawaslu Provinsi Jawa Timur memiliki harapan terhadap

berkembangnya media sosial ini, supaya lebih banyak manfaat yang

% Aang Khunaefi, Wawancara oleh Peneliti, 12 November 2019
%1 Nur Elya Anggraini, Wawancara oleh Peneliti, 21 November 2019
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didapatkan dan mengurangi hal negatifnya. Penyampaian Pak Aang tentang
harapan Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

“Masyarakat harus terlibat aktif dan lebih cerdas dalam
penggunaan media sosial, jadi ketika menerima informasi di grup
WA misalkan, tidak turut serta dengan mudah meviralkan, tapi
memfilter dulu. Dan harapannya lagi masyarakat juga antusias,

untuk melaporkan bilamana menemukan informasi-informasi

yang diragukan kebenarannya.”%

2. Edukasi dan Sosialisasi Masyarakat Terkait Pemilu dan Media Sosial

Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu Provinsi Jatim tentunya
mempunyai kewajiban untuk turut serta memberikan edukasi/wawasan
kepada masyarakat terkait dengan pemilu dan penggunaan media sosial
sebagai salah satu intrumen dalam melakukan pengawasan. Supaya Bawaslu
bisa lebih optimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan dengan adanya
bantuan partisipatif dari masyarakat. Beberapa langkah atau program yang
dilakukan Bawaslu Provinsi Jatim adalah sebagai berikut:

a. Bekerjasama dengan Publik Figur/Influencer

Bawaslu Provinsi Jawa Timur memberikan edukasi kepada masyarakat
agar menggunakan sosisal media dengan bijak, salah satunya bekerjasama
dengan para publik figur (Influencer).

Lebih jelasnya yang diucapkan Pak Aang begini:

“Kalau kemudian mengedukasi masyarakat, kami seringkali
mengundang temen-temen netizen (influencer) untuk kemudian
turut serta aktif, sehingga mensosialisasikan kepada masyarakat
agar tidak mudah memviralkan informasi yang memang itu
diragukan kebenarannya, dibantu temen-temen netizen di Jawa

%2 Aang Khunaefi, Wawancara oleh Peneliti, 12 November 2019
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Timur dengan harapan bisa aktif membantu memberikan
informasi kepada Bawaslu ketika ada penyebaran berita hoax dan
lain sebagainya”®

b. Membentuk Forum Diskusi dan Sekolah Kader

Bawaslu Provinsi Jawa Timur berupaya untuk membina masyarakat
dan para pemuda (mahasiswa) untuk diberi bekal pemahaman terkait dengan
kepemiluan, oleh karena itu Bawaslu Provinsi Jawa Timur seringkali
membuat Forum Diskusi bersama masyarakat dan mengadakan Sekolah
Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) di berbagai wilayah di Jawa Timur.

Seperti yang diterangkan oleh Pak Hasun selaku Tim Asistensi Divisi
Pencegahan & Hubungan Antar Lembaga (PLH) yang merupakan salah satu
staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur:

“Bawaslu kemarin itu melakukan kerjasama dengan organisasi
kemahasiswaan, jadi mengadakan forum khusus atau semacam
FGD (Focus Group Discussion) untuk melakukan edukasi kepada
mahasiswa dan masyarakat. Nah Kkita ada yang namanya
pengawasan  partisipatif, pengawasan pastisipatif  yaitu
pengawasan yang melibatkan masyarakat dalam melakukan
pengawasan. Rata-rata kalau partisipatif lebih banyak di tahapan
kampanye, jadi mereka memberikan informasi, sifatnya bukan
laporan tapi informasi awal. Kemarin di Facebook itu, medsosnya
Bawaslu Jatim banyak informasi awal yang masuk, misalnya ada
spanduk di musholla kok belum diturunkan, atau spanduk di
tempat pendidikan, kebanyakan informasi seperti itu. Jadi
masyarakat yang memberikan informasi.”%

% Aang Khunaefi, Wawancara oleh Peneliti, 12 November 2019
% Maulana Hasun, Wawancara oleh Peneliti, 4 Desember 2019
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Dengan adanya pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh
masyarakat diharapkan dapat membantu kinerja Bawaslu Provinsi Jawa
Timur dalam melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu.
Selain itu dibentuk juga sekolah kader dan pemantau pemilu dibawah
tanggungjawab resmi Bawaslu di tiap-tiap Kabupaten/Kota. Berikut
Pemaparan Pak Hasun:

“Kita kemarin sempat mengadakan sekolah kader pengawasan
partisipatif (SKPP), jadi kita membentuk kader-kader di tiap
kabupaten kota. Materinya ada terkait sejarah pemilu, terus kedua
itu jenis-jenis pelanggaran dalam proses pemilu. Sedangkan,
pemantau pemilu itu kan dia memantau proses pelaksanaan
pemilu yang ada di wilayah Jawa Timur atau di seluruh Indonesia,
pemantau itu juga harus sudah terdaftar di Bawaslu RI. Kemarin
yang mau daftar ke Bawaslu RI bisa melalui Bawaslu Provinsi
untuk dicek berkasnya. Setelah resmi terdaftar pemantau bebas
bisa melakukan pemantauan di setiap tahapan pemilu. Pemantau
juga tidak boleh berpihak, harus netral.”®®

c. Kolaborasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan Pihak Eksternal
Dalam menjalan pengawasan, mencegah, dan menindak pelanggaran
pemilu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan pihak-pihak
eksternal terkait. Karena adanya keterbatasan oleh Bawaslu itu sendiri,
sehingga mengharuskan adanya koordinasi dengan beberapa lembaga, sepeti
Kepolilisian, Kejaksaan, Kemenkominfo, dan berbagai platform media sosial.
Berikut pemaparan Bu Elly, selaku koordinator Divisi Hubungan

Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Timur:

9 Maulana Hasun, Wawancara oleh Peneliti, 4 Desember 2019
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“Jadi kalo medsos hari ini sudah MoU dengan banyak plaform,
dengan Google, lalu Facebook (including twitter), dengan
Kemenkominfo juga begitu. Sama ada MoU dengan pihak
kepolisian tapi sekaligus kita ini sudah tergabung dengan Sentra
GAKKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu).”%

Selain itu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga berupaya menekan
adanya politik uang (money politic) dengan cara bekerjasama dengan
beberapa kepala desa dengan membentuk Kampung Anti Politik Uang,
seperti yang dipaparkan Pak Hasun berikut ini:

“Ada program yang namanya “Kampung Anti Politik Uang” di
beberapa daerah, tapi itu wilayahnya Kabupaten/Kota. Jadi
Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan kerjasama dengan kepala
desa dan melakukan deklarasi bahwa desa ini menolak adanya
politik uang dalam proses Pemilu 2019. Misalnya di Kota Madiun
dan Kota Mojokerto.”%

Selain itu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga memberikan edukasi
kepada masyarakat agar menggunakan sosisal media dengan bijak, dengan
bekerjasama dengan Influencer. Sambung Pak Hasun seperti ini:

“Kamarin kita juga pernah kerjasama dengan melibatkan yang
punya followers banyak itu Iho, biasanya disebut influencer. Jadi
kita bekerjasama dengan mereka untuk menyebarkan berita dari
Bawaslu dan melakukan edukasi kepada masyarakat
(followersnya).”%®

% Nur Elya Anggraini, Wawancara oleh Peneliti, 21 November 2019
9 Maulana Hasun, Wawancara oleh Peneliti, 4 Desember 2019
% Maulana Hasun, Wawancara oleh Peneliti, 4 Desember 2019
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3. Hambatan yang Dihadapi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam
Pencegahan Pelanggaran Pemilu 2019 Melalui Media Sosial

Pada penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, Badan Pengawas
Pemilihan (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur telah menjalankan amanatnya
sebagai lembaga independen dalam menjalankan fungsi kepengawasannya.
Hal itu juga didukung adanya koordinasi yang baik antara penyelenggara dan
pengawas serta pihak-pihak yang terkait.

Meskipun sudah berupaya semaksimal mungkin, namun dari Bawaslu
Provinsi Jawa Timur masih memiliki hambatan atau beberapa faktor yang
menyebabkan Bawaslu mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan Pemilu
2019. Beberapa faktor tersebut adalah:

a. Keterbatasan Infrastruktur Bawaslu Jawa Timur

Dalam menjalankan pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak
hanya bekerjasama dengan pihak platform media sosial saja, tetapi juga
dengan pihak kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra
Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu). Karena Bawaslu Provinsi Jatim
sendiri merasa masih belum bisa untuk menangani beberapa kasus yang
terjadi yang terkait dengan media sosial akibat terbatasnya infrastruktur yang
dimiliki. Seperti yang dipaparkan oleh Pak Aang berikut:

“Jadi kalau untuk aktivitas di medsos, tentu harus melibatkan
pihak-pihak yang lain, misal Kepolisian Daerah atau Kapolresta
yang memang memiliki infrastruktur atau memiliki satuan khusus
sendiri yaitu Cyber Crime. Karena infrastruktur mereka lengkap
untuk menghadapi hal yang berkaitan dengan medsos. Kalau
Bawaslu masih kesulitan untuk bisa mendeteksi akun-akun yang
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menyebarkan berita hoax. Karena tidak bisa mengetahui
sumbernya darimana, di wilayah mana akun itu dioperasikan.*

b. Pelanggaran di Media Sosial Tidak Bisa Ditindak Sendiri oleh
Bawaslu
Bawaslu Provinsi Jawa Timur sendiri mengakui bahwa untuk
pengawasan dalam ranah media sosial masih lemah, karena Bawaslu tidak
bisa melakukan penindakan sendiri terhadap pelanggaran yang terjadi di
media sosial, sehingga harus bekerjasama dengan pihak lain yang tentunya
membutuhkan waktu lebih lama. Seperti yang diterangkan oleh Pak Ikhwan
selaku anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur divisi penindakan pelanggaran
berikut ini:

“Nah ini kan kalau ngomong masalah pengawasan di media sosial
ini masih lemah Kita, kita masih menyampaikan ke Bawaslu Rl
kalau terkait dengan media sosial. Jadi misalkan ada ujaran
kebencian atau hoax di Facebook, kita sampaikan ke Bawaslu Rl
lalu Bawaslu RI bekerjasama dengan pihak Facebook. Jadi yang
ada ujaran kebencian atau unsur SARA atau ada provokatifnya
disitu baik itu paslon atau tim kampanye atau warga netizen. Jadi
itu kita sampaikan ke Bawaslu RI, baru bisa di takedown atau
dilaporkan ke Kominfo. Jadi semacam itu pola penindakannya.
Karena Kkita kesulitan untuk menemukan orangnya, atau
mengetahui identitas sebenarnya, jadi kita di media sosial sifatnya
kita hanya pencegahan.”%

c. Keterbatasan Personil dalam Penegakan Pelanggaran
Bawaslu Provinsi Jatim mengakui bahwa salah satu yang menjadi

kendala dalam penegakkan pelanggaran pemilu adalah karena kurangnya

% Aang Khunaefi, Wawancara oleh Peneliti, 12 November 2019
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personil Bawaslu itu sendiri, sehingga meskipun sudah berusaha semaksimal
mungkin untuk melakukan pengawasan dan mencegah terjadinya
pelanggaran, tetapi masih tetap saja ada pelanggaran yang belum masuk
dalam pantauan Bawaslu secara langsung, sehingga diperlukan bantuan
pengawasan partisipatif dari masyarakat. Seperti halnya yang disampaikan
oleh Pak Hasun berikut ini:

“Hambatannya waktu masa kampanye itu mengenai APK (alat
peraga kampanye) yang berbentuk billboard, dalam regulasi itu
dibatasi satu peserta pemilu itu 2 billboard. Ternyata waktu
kampanye kemarin ada yang lebih dari 2 bilboard dalam satu
peserta pemilu. Nah kendalanya adalah dalam hal penurunan
billboard, karena harus berkoordinasi dengan pihak terkait baik
pihak swasta maupun pemerintah. Jadi perlu koordinasi dahulu
sebelum melakukan pencopotan, terus alat untuk menurunkan
billboard itu tidak semua kabupaten/kota punya. Selain itu, juga
lambat dalam melakukan penurunan APK billboard tersebut.
Bawaslu juga mengalami kendala dalam pengawasan, misalkan 1
desa 1 orang, kan tidak bisa optimal kalau 1 desa hanya 1 orang,
makanya Kita butuh pengawasan partisipatif. Kendalanya itu.”%!

4. Bentuk Pelanggaran yang Terjadi Selama Pemilu 2019
Jumlah temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 di Jawa
Timur yang tercatat oleh BAWASLU Provinsi Jawa Timur berjumlah 13.566
kasus di seluruh wilayah Jawa Timur. Sedangkan yang masuk registrasi
sebanyak 13. 471 kasus. Sebaran kasus tersebut diantaranya, 12.637 kasus
dugaan pelanggaran administrasi, 102 kasus dugaan pelanggaran pidana, 28

kasus dugaan pelanggaran terkait dengan kode etik, dan 704 kasus dugaan

101 Maulana Hasun, Wawancara oleh Peneliti, 4 Desember 2019
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pelanggaran hukum lainnya. Sumber dugaan pelanggaran Pemilu ada dua,

yaitu melalui temuan dan laporan.

5. Kasus Pelanggaran yang Sampai Tingkat Peradilan (Inkrah) dan

Bentuk Penanganan Kasus Lainnya

Masing-masing bentuk pelanggaran mempunyai penanganan yang
berbeda-beda, untuk jenis pelanggaran pidana sendiri ada 102 kasus yang
terjadi dan 5 kasus diantaranya inkrah. Sedangkan yang bisa diselesaikan oleh
Bawaslu langsung adalah jenis pelanggaran administrasi. Lalu untuk
pelanggaran kode etik diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (DKPP) apabila yang melanggar di tingkat Kab/Kota ke atas,
sedangkan bagi penyelenggara tingkat ad-hoc diselesaikan sendiri oleh
lembaga penyelenggara di tingkat Kab/Kota. Seperti yang dijelaskan oleh Pak
Ikhwan berikut:

“Yang diselesaikan melalui pengadilan itu adalah pelanggaran
jenis pidana, dari 102 kasus yang ditangani itu yang putus di
pengadilan (inkrah) itu ada 5. Ada di Kab. Mojokerto, Kab.
Madiun, Kab. Sidoarjo, Kab. Sampang, sama Kab. Banyuwangi.
Itu yang melalui pengadilan, kalau yang lain tidak melalui
pengadilan. Pelanggaran Administrasi kita sidang disini (kantor
Bawaslu) di bawah. Yang pelanggaran kode etik kita teruskan ke
DKPP tapi ada juga yang diselesaikan di tingkat Kabupaten.
Untuk pelanggaran etik itu terkait pelanggaran etika
penyelenggara, misal ada yang tidak independen atau condong ke
satu calon, itu kalau penyelenggara di tingkat Kabupaten ke atas
itu prosesnya melalui DKPP, kalau yang melanggar itu tingkat
kecamatan ke bawah atau kita sebut penyelenggara ad-hoc itu
diselesaikan/diproses di tingkat Kabupaten. Seperti Panwascam,
PPK, PPS, PTPS dll.”0?

102 Muh. Ikhwanudin Alfianto, Wawancara oleh Peneliti, 6 November 2019
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6. Pelanggaran yang Terjadi di Media Sosial

Dalam peraturan Bawaslu nomor 28 tahun 2018, pelanggaran di media
sosial hanya mengatur terkait dengan iklan kampanye bagi para peserta
pemilu. Jadi menurut Bawaslu sejauh ini belum ada pelanggaran di media
sosial, seperti yang dikatakan langsung oleh bu Elly:

“Ini kalau di medsos ini masih belum kita temukan ya,

pelanggarannya masih pelanggaran yang diluar medsos”.1%

Sedangkan untuk kasus penyebaran ujaran kebencian/hoax dan SARA
itu bukan lagi menjadi ranah Bawaslu, karena sudah masuk dalam UU ITE
jadi kasus tersebut akan dilimpahkan ke pihak kepolisian untuk diselesaikan.
Sama halnya yang dipaparkan oleh Pak Ikhwan berikut ini:

“Pelanggaran yang pernah kita proses itu, contoh ya, itu karena
subyeknya. Jadi ada seorang dosen perguruan tinggi negeri di
Malang, dia itu mengkampanyekan salah satu calon, itu kita
proses. Tapi faktornya itu karena dia ASN. Kalau menyangkut
SARA itu urusannya dengan polisi karena menyangkut dengan
UU ITE. Jadi berbeda ranah, yang bisa kita proses itu subyeknya,
kayak ASN itu tadi yang kita proses. Misal di facebook saling
serang itu juga tidak bisa, karena itu urusannya polisi. Yang bisa
diproses kita itu satu subyek pelaku, yang kedua caleg atau
peserta pemilu yang melakukan iklan kampanye di media online
diluar jadwal waktunya. Itu kita proses dan kita beri
peringatan.”04

Ada beberapa kasus yang pelanggaran di media sosial yang ditemukan

oleh Partai PKS yang dirasa bahwa kurang optimalnya kinerja bawaslu,

103 Nur Elya Anggraini, Wawancara oleh Peneliti, 21 November 2019
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berikut adalah yang disampaikan oleh Pak Firminto selaku bidang humas dari
Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jawa Timur:

“Pelanggaran pemilu yang kami temukan, ya pertama ada
kampanye hitam (black campaign), kami merasakan sendiri ya,
seperti adanya penggiringan opini bahwa PKS itu sama dengan
HTI sama dengan khilafah. Lalu tuduhan bahwa PKS itu Wahabi.
Masuk media online, di WA kemudian di website lalu di twitter
juga banyak. Yang itu sangat massiv dilakukan pada kami, yang
tentu saja mengurangi kepercayaan masyarakat kepada partai
kami. Isu ini muncul setiap kali mendekati pemilu. Kemudian
kami juga banyak menemukan iklan caleg maupun partai yang
tidak sesuai dengan ketentuan KPU dan Bawaslu, itu kan
mestinya aturannya 3 pekan sebelum hari tenang, tapi pada
faktanya kami menemukan di media sosial banyak yang
kampanye sebelum waktunya. Terutama di wilayah perkotaan
yang banyak, soalnya di Facebook maupun Instagram kan ada
fasilitas iklan. Untuk Black Campaign itu ada yang langsung
kami laporkan ke Polda, sampai sekarang belum tau sampai mana
kasusnya. Itu sebenarnya tidak terkait langsung dengan pemilu,
tapi itu kan ujaran kebencian dan fitnah jadi kami melaporkannya
berdasarkan UU ITE.”1%

7. Kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Timur Menurut Partai Politik
Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada pengurus partai DPW
PKS dan DPD PDIP Jawa Timur lalu, peneliti mendapat beberapa kritikan
dan saran yang mereka berikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Dari
partai PDIP menilai bahwa kinerja Bawaslu sudah bagus, akan tetapi dirasa
masih mempunyai banyak kekurangan, terutaman dalam menangani
permasalahan pelanggaran yang terjadi di sosial media. Selain itu, PDIP juga

berharap supaya Bawaslu bisa memberikan sikap yang benar-benar netral.

105 Firminto, Wawancara oleh Peneliti, 15 November 2019

119



Berikut yang disampaikan oleh Pak Marthin selaku tim Badan Saksi
Pemenangan Pemilu (BSPN) PDIP Jawa Timur:

“Bawaslu kinerjanya bagus, tetapi mereka punya keterbatasan
khususnya pada masalah sosmed ini, mereka tidak punya
teknologi maupun kemampuan untuk melakukan penegakan
hukum ini. Termasuk mungkin dari sisi pendanaannya, kan itu
biayanya juga mahal. Banyak akun-akun yang menurut saya bisa
diseret ke pelanggaran pemilu, tapi gabisa diapa-apain karena
keterbatasan kemampuan mereka. Yang kedua, Bawaslu ini
orang-orangnya banyak yang berangkat dari aktivis atau orang
yang politis. Sehingga mereka sifatnya terkadang partisipatif
terhadap partai-partai tertentu atau orang-orang tertentu, yang
sebetulnya kemudian bisa merusak. Kalau si A melakukan
pelanggaran dibawa ke Bawaslu, tapi kalau si B tidak. Itu yang
tidak boleh, jadi Bawaslu harus benar-benar independen dan
netral. Kalau sudah memihak itu yang repot, dan itu bisa
dirasakan, kalau orang-orang politis pasti tau lah bagaimana
keberpihakan penyelenggara itu. Perlu dievaluasi juga Bawaslu
itu kan meskipun terkadang kita tidak bisa menyalahkan mas,
karena komisioner Bawaslu dipilih juga berasal dari proses
politik, nah kalau sudah bicara proses politik tentu ada
kepentingan politik.”1%

Sedangkan menurut Partai PKS, mengharapakan Bawaslu Provinsi
Jawa Timur bisa lebih aktif dalam melakukan penindakan pelanggaran tanpa
harus menunggu laporan. Selain itu, diminta agar Bawaslu lebih mendorong
lagi kepada berbagai lapisan masyarakat untuk turut serta membantu dalam
melakukan proses pengawasan, karena dirasa memang Bawaslu memiliki

keterbatasan secara jumlah personil sehingga pengawasan yang dilakukan

106 Marthin Hamonangan, Wawancara oleh Peneliti, 15 November 2015
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menjadi kurang optimal. Berikut pemaparan dari Pak Firminto selaku Divisi
Humas DPW PKS Jawa Timur:

“Kita berharap banyak kepada wasit, yaitu Bawaslu untuk aktif
melakukan penindakan dan tidak harus menunggu laporan,
harusnya begitu. Kita berharap ada edukasi dari pemerintah dan
penyelenggara secara massiv terhadap penggunaan media sosial
ini dalam segala sektor. Kita masih belum puas dengan kinerja
Bawaslu, masih banyak kita lihat pelanggaran-pelanggaran yang
belum ditindak walaupun itu kasat mata, karena lebih banyak
Bawaslu itu menunggu laporan. Ya walaupun kami menyadari
kalau Bawaslu itu SDMnya masih kurang dan terbatas, sehingga
menangani wilayah yang sangat luas itu tidak memungkinkan.
Kalau begitu adanya ya harusnya mekanismenya didalam
peraturan Bawaslu ketika menangani pelanggaran-pelanggaran
itu menyesuaikan dengan SDM yang ada. Jangan aturannya
dibuat sedemikian ideal tetapi ternyata Bawaslu sendiri ketika
melaksanakan itu justru menyatakan bahwa SDM kami terbatas.
Jadi gini, pemantau pemilu saya lihat tidak banyak. Sebetulnya
Bawaslu bisa kerjasama dengan pihak-pihak untuk menjadi
pemantau ya, dan mengajak banyak pihak terutama lembaga-
lembaga independen ya seperti Perguruan Tinggi, mahasiswa,
atau LSM yang punya jejaring di kota maupun Provinsi untuk ikut
menjadi pemantau. Sehingga kinerja Bawaslu bisa menjadi lebih
mudah dan sinergis, jadi istilahnya “gak ditandangi dewe” (tidak
dikerjakan sendiri).” 1%

Dari DPW PKS Jawa Timur juga memberikan masukan kepada sistem
pemungutan suara Pemilu yang dilakukan, dianggap sistem yang ada
sekarang justru semakin rancu dan bisa menimbulkan perpecahan di tengah—
tengah masyarakat. Berikut penyampaian Pak Firminto:

“Ada hal yang tidak singkron dengan UU Kkita dan keinginan
masyarakat. Jadi gini, UU kita dalam pemilu kemarin itu adalah
pemilu manual. Jadi, nyoblos manual, ngrekap manual dan

107 Firminto, Wawancara oleh Peneliti, 15 November 2019
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ngitung juga harus manual, ditetapkan juga harus manual. UU
tersebut tidak sedikitpun menjelaskan misalnya e-rekap, tidak
menyebutkan tentang perhitungan otomatis lewat internet.
Karena itu tidak berpengaruh dan tidak digunakan secara hukum,
menjadi hasil. Akhirnya hanya mempengaruhi opini masyarakat
yang justru membuat gaduh dengan adanya hasil perhitungan
sementara yang berbeda dengan hasil perhitungan manual

nantinya.”%®

8. Peraturan Bawaslu Tentang Sosial Media

Sedikit memang peraturan perundangan-undangan pemilu yang
mengatur penggunaan media sosial, sehingga Bawaslu lebih banyak
melakukan peraturan bersaama dengan para peserta pemilu. Selain itu ada
juga MoU dengan berbagai platform media sosial. Lalu kerjasama dengan
instansi pemerintah lainnya. Ada peraturan Bawaslu no 28 tahun 2018 tentang
pengawasan kampanye, hanya saja disana hanya diatur perihal aturan iklan
kampanye di media sosial bagi para peserta kampanye. Berikut penjelasan
yang disampaikan oleh Bu Elly:

“Ada peraturan bersama atau kesepakatan bersama, semacam
MoU dengan peserta pemilu. Jadi kalo medsos hari ini sudah
MoU dengan banyak plaform, dengan Google, lalu Facebook
(including twitter), dengan Kemenkominfo juga begitu. Sama ada
MoU dengan pihak kepolisian tapi sekaligus kita ini sudah
tergabung dengan sentra GAKKUMDU (Penegakan Hukum
Terpadu).1%

Dalam menjalankan pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak

hanya bekerjasama dengan pihak platform media sosial saja, tetapi juga

18 Firminto, Wawancara oleh Peneliti, 15 November 2019
109 Nur Elya Anggraini, Wawancara oleh Peneliti, 21 November 2019
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dengan pihak kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra
Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu). Karena Bawaslu Provinsi Jatim
sendiri merasa masih belum bisa untuk menangani beberapa kasus yang
terjadi yang terkait dengan media sosial akibat terbatasnya infrastruktur yang
dimiliki.

Seperti yang dipaparkan oleh Pak Aang berikut:

“Jadi kalau untuk aktivitas di medsos, tentu harus melibatkan
pihak-pihak yang lain, misal Kepolisian Daerah atau Kapolresta
yang memang memiliki infrastruktur atau memiliki satuan khusus
sendiri yaitu Cyber Crime. Karena infrastruktur mereka lengkap
untuk menghadapi hal yang berkaitan dengan medsos. Kalau
Bawaslu masih kesulitan untuk bisa mendeteksi akun-akun yang
menyebarkan berita hoax. Karena tidak bisa mengetahui
sumbernya darimana, di wilayah mana akun itu dioperasikan.”%

110 Aang Khunaefi, Wawancara oleh Peneliti, 12 November 2019
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur tentunya
mempunyai kewajiban untuk turut serta memberikan edukasi/wawasan kepada
masyarakat terkait dengan pemilu dan penggunaan media sosial sebagai salah satu
intrumen dalam melakukan pengawasan. Supaya Bawaslu bisa lebih optimal dalam
melaksanakan fungsi pengawasan dengan adanya bantuan partisipatif dari
masyarakat. Beberapa langkah atau program yang dilakukan Bawaslu Provinsi
Jatim adalah sebagai berikut:

a. Bekerjasama dengan Publik Figur/Influencer

b. Membentuk Forum Diskusi dan Sekolah Kader

c. Kolaborasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan Pihak Eksternal

Meskipun sudah berupaya semaksimal mungkin, namun dari Bawaslu
Provinsi Jawa Timur masih memiliki hambatan atau beberapa faktor yang
menyebabkan Bawaslu mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.
Beberapa faktor tersebut adalah:

d. Keterbatasan Infrastruktur Bawaslu Jawa Timur

e. Pelanggaran di Media Sosial Tidak Bisa Ditindak Sendiri oleh Bawaslu

f.  Keterbatasan Personil dalam Penegakan Pelanggaran



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, Bawaslu Provinsi Jawa Timur memiliki

beberapa hambatan yang menyebabkan kinerja Bawaslu menjadi tidak bisa optimal.

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan pada penilitian ini adalah sebagai

berikut:

1.

Bawaslu perlu meningkatkan infrastruktur terutama dalam hal
pengawasan melalui media sosial, supaya ketika terjadi pelanggaran
melalui media sosial bisa diantipasi lebih cepat oleh Bawaslu.

Bawaslu diharapkan lebih pro aktif dalam melakukan pengawasan, tanpa
harus menuggu laporan terlebih dahulu. Karena dirasakan masih banyak
pelanggaran yang luput dari pengawasan dan lambat dalam proses
penindakan.

Bawaslu sebaiknya meningkatkan lagi edukasi kepada masyarakat dan
kalangan mahasiswa, untuk membantu Bawaslu dalam melakukan
pengawasan partisipatif. Karena Bawaslu sendiri memiliki keterbatasan

jumlah personil.
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